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ABSTRAK 

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN 

PSAK NO. 109 (AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH) PADA 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LINGGA PERIODE 

JANUARI-DESEMBER 2019 

OLEH : 

SILVIA FRANSISKA 

NIM.11773200315 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan yang 

berdasarkan PSAK 109 (Akuntansi zakat, Infak dan sedekah) pada BAZNAS 

Kab.Lingga periode Januari-Desember 2019. Ini merupakan hasil penelitian 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data berasal 

dari data sekunder. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskritif kualitatif. Yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai 

data dari masing-masing komponen yang dievaluasi dan di analisis secara 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang 

disusun oleh  BAZNAS Kab.Lingga belum sesuai dengan standar PSAK 109, 

karena ada komponen laporan keuangan yang belum disajikan secara 

keseluruhan. Selain itu terdapat kesalahan di dalam penyaluran dana ZIS kepada 

mustahik. Serta penyajian Buku Kas Umum ZIS yang di sajikan pihak BAZNAS 

belum sesuai dengan standar dari PSAK 109 tersebut.  

 

Kata Kunci : PSAK No. 109, Penyusunan Laporan Keuangan, BAZNAS 
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ABSTRACK 

 

ANALYSIS OF THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

BASED ON PSAK NO. 109 (ACCOUNTING FOR ZAKAT, INFAQ AND 

SEDAH) AT THE NATIONAL ZAKAT AMIL BODY, LINGGA 

DISTRICT, JANUARY-DECEMBER 2019 PERIOD 

 

BY 

SILVIA FRANSISKA 

NIM.11773200315 

 

This study aims to analyze the preparation of financial statements based on PSAK 

109 (Accounting for zakat, infaq and alms) at BAZNAS Kab. Lingga for the 

January-December 2019 period. This is the result of descriptive research with the 

type of case study research. Data was collected through interviews, observation 

and documentation. Sources of data derived from secondary data. The data 

analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. That is 

by describing and interpreting the data from each component that is assessed and 

analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the financial 

statements prepared by BAZNAS Kab.Lingga are not in accordance with PSAK 

109 standards, because there are components of the financial statements that have 

not been presented in their entirety. In addition, there was an error in the 

distribution of ZIS funds to mustahik. And the presentation of the ZIS General 

Cash Book presented by BAZNAS is not in accordance with the standards of 

PSAK 109. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama 

islam terbesar. Seiring berjalannya waktu, indonesia tentu memiliki potensi zakat 

yang cukup besar pula. Sehingga berdirilah berbagai lembaga-lembaga  yang 

berupaya menangani zakat, salah satunya adalah adanya Organisasi Pengelola 

Zakat yakni Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam ajaran Islam 

terdapat hal- hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, 

dengan menjadikan zakat, infaq, wakaf, dan sedekah sebagai bagian dari sumber 

pendapatan Negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan umat, yaitu dengan 

memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat, 

infaq, dan sedekah. 

Zakat sebagai rukun Islam yang keempat, merupakan instrumen utama 

dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari 

tangan the have kepada the have not. Merupakan institusi resmi yang diarahkan 

untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf 

kehidupan masyarakat dapat di tingkatkan (Kristin P, 2011). Kewajiban seorang 

muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat telah memiliki 

landasan kuat di dalam Al Qur’an Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya 

Ambillah zakat dari harta mereka,guna membersihkan dan menyucikan merek,
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dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat memiliki keharusan lebih utama untuk 

dilaksanakan, kemudian diikuti dengan infak dan sedekah bila masih mampu. 

Dengan demikian, Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi 

mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan 

untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada 

stakeholder terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria 

yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Senada dengan 

hal itu Ipansyah (2013) menyatakan agar zakat yang di keluarkan oleh muzakki 

(pembayar zakat) dapat mencapai sasaran, maka di perlukanlah Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan 

kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efesien. 

Baznas sebagai koordinator zakat nasional telah diatur dalam Undang- 

undang Nomor 23 Tahun 2011. Di dalam aturan tersebut mengartikan bahwa 

BAZNAS tidak hanya sebagai lembaga pengumpulan zakat. Namun ada amanah 

yang sangat penting yang menjadi tugas dari BAZNAS, yaitu mengelola zakat 

secara terintegrasi untuk mencapai pemerataan ekonomi bangsa. Kemudian 

pemerintah pusat menciptakan suatu sistem yang terintegrasi. Tujuannya adalah 

untuk memantau perkembangan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil 

Zakat disetiap daerah. Sistem tersebut akan menghasilkan sebuah laporan 

masing-masing BAZ dan LAZ, yang nantinya menjadi evauasi pemerintah untu 
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menigkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun,namuntidak 

pernah mencapai potensi yang sesungguhnya, kolektivitas pengumpulan zakat 

masih jauh dari harapan (Nikmatuniyah,2014). Adapun penyebab rendahnya 

penerimaan zakat yang diperoleh adalah masih rendahnya kesadaran umat Islam 

dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka melalui Lembaga Amil 

Zakat/Badan Amil Zakat resmi karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari 

Badan Zakat Nasional. Padahal penyaluran zakat melalui Organisasi Pengelola 

Zakat akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, 

pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum 

sepenuhnya efektif  dan efesien.  

BAZNAS Kabupaten Lingga terletak di Provinsi Kepulauan Riau 

Kabupaten Lingga di Jl. Engku Aman Kelang Kp. Darat No : 67dan didirikan 

sejak tahun 2015. Potensi zakat di Kabupaten Lingga tahun 2019 itu lebih 

kurang sebesar 1.1M.  Besarnya suatu potensi zakat tidak seimbang dengan dana 

zakat yang terkumpul melalui lembaga. Artinya, di satu sisi petugas BAZNAS 

masih kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia. Selain itu adanya faktor 

ketidakpercayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat baik itu Badan Amil 

Zakat di karenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, 

akuntabilitas dari pihak Badan Amil Zakat serta tidak mendapatkan manfaat 

yang lebih besar apabila dana zakat tersebut di salurkan melalui Badan Amil 

Zakat dan Lembaga Amil Zakat dibandingkan dengan penyaluran secara 
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langsung (Septiarini,2011). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki 

masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola 

zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan 

penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan akan terjadi bila pihak 

pengelola ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS 

tersebut (Endahwati, 2014). Sehubungan dengan standar akuntansi zakat yang 

tertuang dalam PSAK 109, Istutik (2013) menyatakan bahwa masih ada lembaga 

amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan 

laporan keuangannya. Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan, BAZNAS 

Lingga telah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS 

(SIMBA) sebagai Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Zakatnya atau 

juga dikenal sebagai Internet Financial Reporting yang berlandaskan PSAK 109. 

SIMBA merupakan sebuah sistem yang di bangun dan dikembangkan untuk 

keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara 

nasional. Selain itu SIMBA juga dilengkapai fitur percetakan pelaporan yang 

meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis 

laporan dalam 5 kelompok besar. Berbasiskan web, aplikasi yang dimilki 

kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah suatu sistem 

yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga 

zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses yang rumit. SIMBA 

dibentuk dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 

2011 hingga Januari 2012. Dalam rancangan itu, sistem informasi di BAZNAS 
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dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun outputnya. 

Setelah itu, dibuat Standard Operating Procedure (SOP). 

Mulai Juni 2016 BAZNAS Kabupaten Lingga sudah melakukan 

penyusunan laporan keuangan melalui SIMBA. Sebelumnya BAZNAS 

Kabupaten Lingga menggunakan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan 

keuangannya. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui Microsoft excel hanya 

meliputi laporan penerimaan, laporan penyaluran dan laporan perubahan dana. 

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lingga pun belum menerapakan standar 

akuntansi ZIS (PSAK 109) secara menyeluruh.  Namun demikian, bukan berarti 

mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya (Sartika,2008). Akuntabilitas 

mencakup pertanggung jawaban atas apa yang dikelola dengan performa 

pengelolaannya. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada 

Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono, 2006). Bentuk akuntabilitas semacam ini 

berfungsi sebagai tali pengikat agar selalu terhubung dengan nilai-nilai 

sunnatullah yang tercermin dalam nilai yang penuh dengan amanah yaitu nilai 

kejujuran. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa masalah 

yang menyangkut penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Lingga, Antara lain ; 

Pertama, Menurut PSAK 109 terdapat 5 unsur laporan keuangan yaitu 

laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS 
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Kab. Lingga hanya menyajikan 3 laporan keuangan dengan menggunakan 

Sistem SIMBA yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan 

laporan arus. Seharusnya pihak BAZNAS harus menyertakan laporan aset 

kelolaan dan catatan atas laporan keuangan di dalam laporan keuangan 

BAZNAS tersebut. Kerena akan berdampak terhadap hasil dari keseluruahan 

laporan keuangan tersebut, Karena laporan keuangan menjadi kunci untuk 

mengetahui kondisi finansial suatu badan/perusahaan dan organisasi. Menurut 

Raharjaputra (2011:194) laporan keuangan adalah alat yang penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.  

Dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Lingga terdapat 

beberapa Laporan perubahan dana meliputi ; Laporan perubahan dana zakat, 

Laporan perubahan dana infaq/ sedekah,  Laporan perubahan dana amil, Laporan 

perubahan dana hibah , Laporan perubahan dana APBN, APBD provinsi & 

kabupaten, dan Laporan perubahan dana jasa giro. Jika dilihat dari laporan 

perubahan dana dari PSAK 109 hanya meliputi ; Laporan perubahan dana zakat, 

Laporan perubahan dana Infaq dan Sedekah, dan Laporan perubahan dana Amil. 

Dalam hal ini PSAK 109 tidak menjelaskan terperinci mengenai penambahan 

dalam laporan perubahan dana yang terdapat dalam SIMBA.  

Kedua, penyaluran dana zakat yang digunakan untuk insentif gaji 3 (tiga) 

bulan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) Fisabilillah pada 

Bulan April 2019 di Badan Amil Zakat Kab.Lingga. Hal ini tidak sesuai dengan 
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standar dari  PSAK 109 karena yang berhak menerima ujrah atau imbalan atau 

berupa insentif gaji 3 (tiga) bulan adalah hak dari amil. Pada paragraf 03 

menjelaskan bahwa amil menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah 

yang merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan 

untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. dan dana yang 

disalurkan untuk amil disebut dengan Dana amil. Dana amil adalah bagian amil 

atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya 

diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil menurut 

PSAK 109 hal.1.  

Ketiga, Pada Januari 2019 BAZNAS menyajikan informasi mengenai  Buku 

Kas Umum (BKU)  ZIS yang tertera didalamnya sisa saldo dari dana Zakat dan 

sisa saldo dana infaq dan sedekah bulan Desember 2018 dan menjadikan sisa 

saldo dana tersebut menjadi satu laporan tanpa memisahkan antara sisa saldo 

dana zakat dan sisa saldo dana infak dan sedekah. PSAK 109 hal.5 paragraf 38 

menyebutkan amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil 

secara terpisah dalam laporan keuangan. Hal ini untuk penyajian Buku Kas 

Umum (BKU) ZIS pada BAZNAS belum sesuai dengan Standar PSAK 109. 

Seharusnya pihak BAZNAS memisahkan antara sisa saldo dari Saldo dana Zakat 

dan saldo dana infak/sedekah tersebut. Karena dua saldo dana tersebut 

mempunyai karakteristik masing-masing dalam penerapannya.   

Dalam Penelitian “Sabrina Shahnaz, yang berjudul Penerapan PSAK No. 

109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada 
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BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut adalah bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara masih 

belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format 

akuntansi dalam PSAK No. 109 karena hanya menyajikan laporan penerimaan 

dan penyaluran zakat saja. Sehingga masih banyak informasi- informasi yang 

kurang akurat dalam laporan keuangan tersebut.” 

Menurut Penelitian dari “Khairul Mujahidi, yang berjudul Analisis 

Penerapan PSAK109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga 

Amil Zakat Studi Kasus Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang tahun 2016. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah BMH Cabang Malang sudah 

menerapkan PSAK 109 dalam akuntansi zakat dan pelaporan keuangan, namun 

belum sepenuhnya. 

Penelitian “Syifa Aufia, yang berjudul Implementasi Akuntansi Zakat Infaq 

Shodaqoh Produktif Pada Organisasi Zakat diBAZNAS Kabupaten Lumajang 

tahun 2016. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Penerapan 

laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109 karenahanya menyajikan 3 

laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan 

laporan perubahan asset kelolaan. Sedangkan untuk laporan arus kas merupakam 

hasil konstruksi. Persamaan penelitian sekarang dengan  penelitian-penelitian 

sebelumnya yang disebutkan diatas adalah membahas mengenai PSAK No. 109 

tentang akuntansi zakat infaq dan sedekah. 

Menurut Diah Dwi Utami dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 
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Penerapan Sistem SIMBA dalam Penerapan Zakat pada BAZNAS Kabupaten 

Bondowoso” bahwa penguunaan berbasis online atau menggunakan sistem yang 

tersentral dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien. Dengan 

penggunaan SIMBA, kegiatan penghimpunan zakat lebih tranparansi dan 

akuntabel terlihat pada jumlah pemberi zakat atau muzakki yang meningkat. 

Dalam pelaporan menggunakan SIMBA. Memiliki kesesuaian antara yang 

terdapat di PSAK 109.  

Menurut Bayu (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan 

Sedekah”. Untuk menekan bahwa dalam menciptakan pengelolaan zakat yang 

tranparan dan akuntabel adalah dengan memiliki mutu pengelolaan yang bagus 

kepada masyarakat dengan tidak melupakan prinsip efektivitas dan efesien. 

Baznas Lingga adalah salah satu unit dari BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau. 

Masyarakat Kabupaten Lingga masih banyak memiliki jumlah penduduk yang 

kurang mampu, hal ini mendorong pemerintah untuk menaggulangi hal tersebut 

dengan berbagai upaya di segala sektor yang dianggap dapat mengentas 

kemiskinan. Maka peran dari BAZNAS Lingga harus selalu meningkatkan 

kinerjanya untuk membantu mengatasi kemiskinan di daerahnya. Salah satunya 

dengan digunakan sistem terkomputerisasi pengelolaan zakat. 

Perlunya evaluasi dari pelaksanaan SIMBA akan membantu menilai 

seberapa besar pengaruh dari pemanfaatan teknologi dalam peningkatan 
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kesejateraan masyarakat serta kesesuaian laporan keuangan tersebut terhadap 

standar yang telah di tentukan dengan hal ini adalah PSAK 109 tentang 

akuntansi zakat menjadi pengaruh dari terjalinnya prinsip efektifitas dan 

efisiennya suatu sistem dengan Standart yang telah ditentukan tersebut. Hal ini 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul 

penelitian ini yaitu  “Analisis Penerapan Sistem SIMBA terhadap PSAK 109 

(Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah ) pada penyusunan Laporan 

Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional Kabuapten Lingga (Priode 

Januari-Desember 2019)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah penyusunan 

laporan keuangan oleh BAZNAS Kab.Lingga (periode Januari-Desemebr 2019 ) 

telah sesuai dengan PSAK No. 109 ”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan PSAK No.109 pada BAZNAS Kab.Lingga (periode Januari-

Desemebr 2019 ) diantaranya ; 

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan serta Laporan 

Perubahan dana  pada SIMBAZNAS Kab.Lingga Priode Januari-

Desember 2019 telah memenuhi standar  PSAK No.109. 

2. Untuk mengetahaui apakah penyaluran zakat kepada mustahik pada 
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BAZNAS Kab.Lingga Priode Januari-Desember 2019 telah sesuai 

dengan standar PSAK No.109. 

3. Untuk mengetahui apakah penyajian BKU ZIS pada BAZNAS 

Kab.Lingga Priode Januari-Desember 2019 sesuai dengan standar 

PSAK No.109.   

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritisnya dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah 

a. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan pengembangan 

khazanah pengetahuan bagi pembaca berkaitan dengan dunia 

perzakatan nasional di Indonesia. 

b. Sebagai masukan dan saran bagi dosen serta mahasiswa, juga 

dapat menjadikan penambahan literatur dan pembanding 

dengan penelitian- penelitian pelaksanaan sistem 

zakatsebelumnya. 

2. Manfaat Praktisi 

 Dalam Penelitian ini merupakan suatu ha yang dapat 

memberikan manfaat bagi penulis, bagi pihak Baznas, maupun bagi 

pihak lain. Adapun manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Baznas 

 Hasil penelitian ini diharapkan membantu pihak Baznas 

untuk lebih mengoptimalkan penerapan SIMBA BAZNAS 
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berdasarkan pedoman PSAK 109, dalam Penelitian ini 

menganalisis bagaimana penggunaan SIMBA sebagai media 

membatu para amil untuk menyelesaikan pelaporan zakat, 

infaq, dan sedekah seefktif dan seefisien mungkin. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan membantu pihak Baznas 

untuk lebih mengoptimalkan penerapan SIMBA BAZNAS 

berdasarkan pedoman PSAK 109, dalam Penelitian ini 

menganalisis bagaimana penggunaan SIMBA sebagai media 

membatu para amil untuk menyelesaikan pelaporan zakat, 

infaq, dan sedekah seefktif dan seefisien mungkin. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan baru bagi penulis mengenai penerapan 

SIMBAZNAS dalam pelaporan Keuangan BAZNAS dalam 

pelaporan zakat, infaq, dan sedekah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini Menguraikan latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan 
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BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori- teori atau konsep yang 

sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung 

penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum meliputi 

profil berdirinya BAZNAS Kab.Lingga, Visi dan Misi, 

Struktur Organisasi serta Aktifitas dan kegiatan BAZNAS 

Kab.Lingga. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan 

terhadap pennyusunan laporan keuangan pada BAZNAS 

Kab.Lingga.   

BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bab pentup dari penulisan yang 

berisikan kesimpulan penulisan dari penelitian, saran-

saran yang ditunjukkan untuk BAZNAS Kab. Lingga serta 

keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh penulis 

dalam melakukan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Grand Theory Akuntansi  

Grand theory adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan 

kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan 

dengan empirisme, positivisme, atau pandangan bahwa pengertian hanya 

mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-faktra, masyarakat, dan 

fenomena. (Quenti Skinner, ed. The Return of Grand Theory in the Human 

Sciences, Cambridge, 1985). 

Istilah Grand Theory pertama kali diciptakan oleh C. Wright Mills dalam 

“The Socioligical Imagination” (1959) yang berkenaan dengan bentuk abstrak 

tertinggi suatu penerorian yang tersusun atas konsep-konsep. Grand Theory 

merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. 

Dalam kaitannya dengan akuntansi, Grand Theory berkaitan dengan 

prinsip konservatisme. Grand Theori dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

2.1.1 Teori Akuntansi Positif 

Watts dan Zimmerman (1986 : 5), penggagas Teori Akuntansi 

Positif,  menyatakan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan 

(to explain) dan memprediksi (to predict) praktik- praktik akuntansi. Arti dari 

menjelaskan adalah menyediakan alasan-alasan untuk praktik akuntansi yang 
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dapat diobservasi, sedangkan arti dari memprediksi adalah bahwa teori akuntansi 

dapat memprediksi fenomena yang tidak terobservasi. Menghubungkan 

konsepkonsep dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Lebih lanjut, mereka 

menyatakan bahwa teori sebaiknya dibangun oleh para akademisi, bersumber 

pada bukti empiris yang memiliki kekuatan untuk mampu memprediksi. Teori 

yang tidak dibangun atas dasar tersebut di sebut Watts dan Zimmerman (1986 :4) 

sebagai ‘child’s theory’ yang melakukan generalisasi tanpa pengalaman riset 

saintifik 

Selanjutnya, Positive Theory menjelaskan tentang hubungan sebab akibat 

(how the world works) tanpa dilandasi pertimbangan nilai (Suwardjono, 

2008 :27), sedangkan Normative Theory memberikan saran (prescription) 

tentang prosedur akuntansi apa yang sebaiknya dilakukan. Contoh teori normatif 

antara lain : Paton dan Littleton- An Introduction to Corporate Accounting 

Standards (1940), Scott – Accounting Theory (1941), Paul Grady-inventory for 

Generally Accepted Accounting Principle (1965). Contoh teori positif adalah 

Watts dan Zimmerman (1986) yang mengkritik teori normatif karena teori 

normatif didasarkan pada pertimbangan nilai/ value judgement (Chariri, 2001 : 

64-65). 

Oleh karena itu jelas bahwa teori akuntansi positif mengakui asumsi 

rasionalitas (Watts dan Zimmerman, 1986 :22). Teori Akuntansi positif 

didasarkan pada proposisi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator 

(politisi) adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utility 
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mereka, yang secara langsung terkait dengan kompensasi dan kemakmuran 

mereka. Pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang 

merepresentasi insentif manajemen untuk memilih metode akuntansi dengan 

rencana bonus, kontrak hutang, dan proses politisi. 

2.1.2 Teori Agensi 

Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau 

lebih yang salah satu pihak disebut prinsipal (principal) yang menyewa pihak 

lain yang disebut agen (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik 

yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hal 

ini pihak prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision 

making kepada agen. Prinsipal memberikan tanggung jawab kepada agen sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab 

agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan 

prinsipal, termasuk dalam pendelegasian otoritas pengambilan keputusan. 

Kontrak tersebut seringkali dibuat berdasarkan angka laba bersih, sehingga dapat 

dikatakan bahwa teori agensi mempunyai implikasi terhadap akuntansi. 

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) hubungan prinsipal dan agen 

sering ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu agen untuk 

memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan yang dapat 

dilakukan agen adalah dengan melakukan manajemen laba. 
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Teori agensi menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh 

konflik kepentingan antara agen dan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak 

berusaha mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Seringkali 

hubungan antara prinsipal dan agen tercermin dalam hubungan antara pemilik 

modal atau investor sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Dalam hal ini 

agen memiliki lebih banyak informasi dibanding prinsipal, sehingga 

menimbulkan adanya asimetri informasi. Adanya informasi yang lebih banyak 

dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan sesuai dengan 

keinginan dan kepentingan pribandinya. Bagi prinsipal dalam hal ini pemilik 

modal atau investor akan sangat sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan 

yang dilakukan oleh manajer karena hanya memiliki sedikit informasi. 

2.1.3 Teori Signal  

Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi 

antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak 

mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. 

Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan 

mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri 

informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya 
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berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al, 

2000).  

Dalam teori sinyal dijelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh 

manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi 

melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatisme untuk menghasilkan laba lebih berkualitas karena prinsip ini 

mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan 

membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang 

tidak overstate. Dalam prakteknya, manajemen menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatif dengan menghitung depresiasi yang tinggi akan menghasilkan laba 

rendah yang relatif permanen yang berarti tidak mempunyai efek sementara pada 

penurunan laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang (Fala, 2007). 

Kusuma (2006) menyatakan bahwa tujuan teori signaling kemungkinan 

besar membawa dampak yang baik bagi para pemakai laporan keuangan. 

Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh 

perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, karena manajer sangat 

erat kaitannya dengan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi 

maupun operasi perusahaan, otomatis para manajer memiliki informasi yang 

lebih baik mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena 

itu manajer dapat mengestimasi secara baik laba masa datang dan 

diinformasikan kepada investor atau pemakai laporan keuangan lainnya. 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem informasi akuntansi menurut Laudon di dalam buku karangan 

Azhar Susanto (2013:52) yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi", sistem 

informasi akuntansi adalah komponen-komponen yang saling berkaitan dan 

bekerjasama untuk mengumpulkan, menyimpan dan memproses informasi guna 

mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, koordinasi, dan untuk 

memberikan gambaran aktivitas internal perusahaan.Bodnar & Hopwood (2010) 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia 

dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data 

lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunanya. 

Pengertian sistem informasi akuntansi (SIA) menurut Bodnar & Hopwood adalah 

suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga 

peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya 

menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunanya. 

  Berdasarkan Pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan suatu sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang 

untuk mengumpulkan, menyimpan dan memproses data-data transaksi sehingga 

dari data-data tersebut dapat dihasilkan informasi yang akurat dan handal bagi 

pembuat keputusan dalam mengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi 

berhubungan dengan aspek keuangan atas setiap transaksi yang terjadi dalam 

perusahaan secara rutin. Sebagai contoh, pada sistem SIMBA Dengan informasi 
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yang akurat dan relevan serta pelayanan yang efektif dan efisien dalam 

melakukan pengelolaan dana Zakat, Infak, Shadaqoh. Maka akan terwujudny 

kesejahteraan terhadap pengguna Sistem SIMBA itu sendiri. 

2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mardi (2011 : 4), Terdapat 3 tujuan Sistem Informasi Akuntansi, 

yaitu sebagai berikut :  

a. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan 

kepada seseorang (to fulfill obligations relating to stewardship). 

Pengelolaan perusahaan selalu mengacu kepada tanggungjawab 

manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan 

dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaa sistem 

informasi membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan yang diminta 

lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan 

oleh seluruh jajaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan perusahaan. 

b. Setiap Informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi 

pengambilan keputusan manajemen (to support decision making by 

internal decision makers). Sistem informasi menyediakan informasi 

guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai 

dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan.  

c. Sistem Informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional 

perusahaan sehari-hari (to support day to day operation). Sistem 
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informasi menyediakan informasi bagi setiap satuan tugas dalam 

berbagai level manajemen, sehingga mereka dapat menjadi lebih 

produktif. 

Dapat disimpulkan dari ketiga tujuan sistem informasi akuntansi adalah 

sebagai wadah yang menjadi acuan penyedia informasi untuk menata alur proses 

aktivitas sesuai dengan bagian-bagian, proses pengklasifikasian, sehingga 

tercipta kelancaran sutau oprasional yang nantinya dapat dijadikan sebgai 

pertimbangan pelaku usaha untuk mengambil keputusan. 

Berikut tujuan sistem informasi akuntasni menurut Krismaji (2015;186) yaitu: 

a. Kemanfaatan, artinya informasi yang di hasilkan oleh sistem harus 

membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan. 

b. Ekonomis, artinya manfaat sistem harus melebihipengorbanannya. 

c. Daya andal, artinya sistem harus memproses data dan mengakses data 

senyaman mungkin, kapan saja pemakaimenginginkannya. 

d. Ketepatan waktu, artinya informasi penting harus dihasilkan lebih 

dahulu, kemudian baru informasi berikutnya. Servis pelanggan, artinya 

servis yang memuaskan kepada pelanggan harus diberikan. 

e. Kapasitas, artinya kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan 

pada periode sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.  

f.  Praktis, artinya sistem harus mudah digunakan. 

g. Feksibeitas, artinya sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan 

yang terjadi di lingkungan sistem.  

h.  Daya telusur,  sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan 
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perancang dan memudahkan penyelasaian persoalan serta 

pengembangan sistem di masa mendatang.  

i. Daya audit, harus ada dan melekat pada sistem sejak awal 

pembuatannya.  

j.  Keamanan,  hanya personil yang berhak saja yang dapat mengakses 

atau diijinkan mengubah data sistem. 

Dari tujuan sistem informasi akuntansi diatas, tentu ada faktor-faktor yang 

mendorong perkembangan sistem informasi itu sendiri, antara lain : 

a. Meningkatnya kompleksitas oprasional perusahaan yang menyebakan 

sistem informasi (khususnya informasi akuntansi menjadi makin 

penting sebagai alat bantu manajemen) 

b. Meningkatnya kompleksitas organisasi, multinasional, konglomerasdi, 

dan organisasi masa (virtual organization), menyebabkan perlunya 

perhatian kesungguhan untuk membangun, mengelola dan 

memberdayakan sistem informasi akuntansi menjadi makin meningkat. 

c. Perkembangan sistem pengelolaan data dan peralatannya yang 

memungkinkan sistem informasi akuntansi tidak hanya mampu 

menyajikan laporan akuntansi keuangan, melainkan juga berbagai 

informasi akuntansi manajemen dan bahkan laporan- laporan non-

keuangan yang sangat penting bagi dukungan pengendalian organisasi. 

d. “tempo” kegiatan, spedd dan tingkat toleransi pelayanan makin 

rendah, artinya suatu kesalahan pengambilan keputusan dapat 

langsung memiliki dampak yang relatif cukup besar. Karena itu 
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peranan sistem informasi akuntansi dalam menyediakan bahan untuk 

proses pengambilan keputusan makin penting. 

e. Terjadinya gobaisasi kegiatandan makin perlunya sistem informasi 

akuntansi menjadi media komunikasi bisnis antar lokasi dan antar 

negara 

f. Sistem informasi akuntansi makin diperlukan untuk memberikan 

masukan maupun sebagai alat pemicu (trigger) bagi pengembangan 

sistem informasi manajemen. 

2.2.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Dari pengertian sistem informasi diatas, terdapat komponen-komponen 

yang tentu ada di dalam sistem itu sendiri. Menurut Romney dan Steinbert 

(2015:11) yaitu: 

a. Orang yang menggunakan sistem 

b. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulka, 

memprose, dan menimpan data. 

c. Perangkat lunak yabng digunakan untuk mengelola data. 

d. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat perifal 

dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. 

e. Pengendalian internal dan pengukuran kemanan yang menimpan data 

SIA. 

SIA yang didesain dengan baik, dapat menambah nilai untuk organisasi 

dengan; 

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. 
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Contohnya, SIA dapat memonitor penyaluran dana sehingga operator 

pusat akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di 

luar batas kualitas yang dapat diterima. 

2. Meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu 

membuat pendekatan jasa just-in-time menjadi lebih memungkinkan, 

karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, 

danterbaru. 

3. Berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat 

meningkatkan informasi pihak yang membutuhkan jasa tersebut. 

4. Mengingkatkan efesiensi dan efektivitas rantai pemasoknya. 

Contohnya, dengan adanya SIA pihak yang akan menzakatkan, 

menginfaq, dan mensedekahkan sebagian dari dana yang dimiliki 

dapat tertampung secara efisien melalui sitem yang di bentuk.  

5. Meningkatkan struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur 

pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem 

dari kecurangan dan bencana. 

6. Meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam 

pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting bagi suatu 

perusahhan maupun suatu orgsanisasi. 

2.3 Akuntabilitas 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP menjelaskan 

“Akuntabilitas” berasal dari bahasa Inggris, yaitu accountability yang artinya 
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keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban. LAN mengutip beberapa sumber mengenai pengertian 

akuntabilitas diantaranya sebagai berikut: 

2.3.1 Ledvina V. Carino  

Ledvina V. Carino mengatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu evaluasi 

kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang baik masih berada pada alur 

otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan 

demikian, dalam setiap langkah seorang pejabat pemerintah mutlak harus 

selalumemperhatikan lingkungan. Ada empat dimensi yang membedakan 

akuntabilitas dengan yang lain, yaitu: 

1. Siapa yang harus melakukan akuntabilitas 

2. Kepada siapa dia berakuntabilitas 

3. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya 

4. Nilai akuntabilitas itusendiri. 

2.3.2 J.B Ghartey  

 J.B Gharteymengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari 

jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 

kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagimana. 

2.3.3 Hamid Abidin dan Mimin Rukmini  

 Hamid Abidin dan Mimin Rukmini mengatakan bahwa akuntabilitas 

adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 
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menerangkan kinerja dan tindakan sesorang atau badanhukum atau pemimpin 

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta 

keterangan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban digunakan sebagai 

akuntabilitas dan merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk 

mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepatuntuk tujuan diaman 

dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. “Accontability means 

to give account explain ones dicesssion or action to another and authority and 

accept any consequensxes therform” dari pengertian memberikan makna yang 

artinya akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban atas berbagai keputusan 

dan tindakan yang dibuat dalam sebuah masyarakat. Maksudnya ialah tindakan 

maupun keputusan yang dibuat sesuai dengan nilai yang diterima dari faktor 

publik sebagai “hukuman” atau “imbalan”, disebut juga sebagai sebuah bentuk 

dari akuntabilitas.  

Adapun ciri-ciri pemerintahan atau lembaga publik yang accountable 

adalah sebagai berikut : 

1) Mampu menyajikan atau menampilkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. 

2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap public 

3) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 

atau aturan publik secaraproporsional 

4) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan maupun pemerintahan. 
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2.4 Zakat, Infaq, dan Sedekah 

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari kedermawanan 

(filantropi) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban 

bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, 

Menurut PSAK NO. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya (mustahiq). Sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud 

kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan 

kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk 

kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan 

dakwah Islamiyah (Fardan Ngoyo dan Lince, 2015).  

2.4.1 Dasar hukum zakat  

Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (muzakki) yang 

mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu 

(haul) untuk diberikan pada orang yang berhak (mustahiq). Sedangkan kewajiban 

zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan 

erat dengan aspek- aspek ke Tuhanan, juga ekonomi sosial (Nuruddin, 2006:1). 

Sebagai rukun ketiga  dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara 

panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena 

itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak 

kewajiban zakat dianggap kafir. 

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk 
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menunaikan zakat. 

a. QS.At-Taubah ayat 103  

مْْۗ اِّنَّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُمْْۗ  مْ بِّهَا وَصَل ِّ عَليَْهِّ يْهِّ رُهُمْ وَتزَُك ِّ مْ صَ دقَةًَ تطَُه ِّ نْ امَْوَالِّهِّ خُذْ مِّ

يْعٌ عَلِّيْمٌ  ُ سَمِّ  وَاللّٰه

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.” 

b. QS.Al-Baqarah ayat 43  

يْنَ  عِّ اكِّ كٰوةَ وَارْكَعوُْا مَعَ الرَّ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ  وَاقَِّيْمُوا الصَّ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta 

orang yang rukuk.” 

c. QS. Al-Hajj ayat 78.  

لَّةَ  نْ حَرَج ْۗ مِّ يْنِّ مِّ ْۗ هوَُ اجْتبَٰىكُمْ وَمَا جَعلََ عَليَْكمُْ فِّى الد ِّ ه  هَادِّ ِّ حَقَّ جِّ دوُْا فِّى اللّٰه وَجَاهِّ

يْداً عَليَْكُمْ  نْ قبَْلُ وَفِّيْ هٰذاَ لِّيَكوُْنَ الرَّ سوُْلُ شَهِّ يْنَ ەۙ مِّ ىكُمُ الْمُسْلِّمِّ يْمَْۗ هوَُ سَمه ابَِّيْكُمْ اِّبْرٰهِّ

ِّ ْۗهوَُ  مُوْا بِّاللّٰه كٰوةَ وَاعْتصَِّ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ ِۖ فاَقَِّيْمُوا الصَّ وَتكَوُْنوُْا شُهَداَۤءَ عَلىَ النَّاسِّ

يْرُ   مَوْلٰىكُمْْۚ فنَِّعْمَ الْمَوْلٰى وَنِّعْمَ النَّصِّ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan 



29 
 

 

kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu 

Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim 

sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul 

(Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua 

menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; 

tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah 

Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong” 

d. QS. Ali 'Imran ayat 180  

نْ فضَْلِّه  هوَُ خَيْرًا لَّهُمْ ْۗ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهُ مْ ْۗ  ُ مِّ يْنَ يبَْخَلوُْنَ بِّمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰه وَلََ يَحْسَبَنَّ الَّذِّ

ُ بِّمَا تعَْمَلوُْنَ  ْۗ وَاللّٰه يْرَاثُ  السَّمٰوٰتِّ وَالَْرَْضِّ ِّ مِّ ه لوُْا بِّه  يوَْمَ الْقِّيٰمَ ةِّ ْۗ وَللِّّٰ قوُْنَ مَا بَخِّ سَيطَُوَّ

 خَبِّيْرٌ 

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang 

diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) 

itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) 

yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari 

Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. 

Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” 

Berdasarkan beberapa ayat Al-quran itu telah jelaslah bagaimana 

sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-quran telah mendeskripsikan zakat 

secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan 

kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu 
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berdampingan dengan shalat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup 

untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu 

ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai 

amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, 

dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada 

sisi lain (Hakiem, 2012). 

Kelompok penerima zakat itu dikenal dengan asnaf ada 8 yaitu : Fakir, 

miskin, amil Zakat, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.  

2.4.2 Hikmah dan Tujuan zakat 

Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak arti dalam kehidupan 

umat manusia terutama ummat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang 

berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Nya, maupun hubungan 

sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah : 

a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan 

akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan, dan 

mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan 

ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan 

kewajiban masyarakat. 

b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia 

yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang 

disekitarnya dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-
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apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya. 

c. Dapat menolong membina, dan membangun kaum yang lemah untuk 

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat 

melaksanakan kewajiban- kewajibannya terhadap Allah SWT. 

d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang 

berdiri di atas prinsip-prinsip ummatan wahidan (ummat yang satu), 

musawah (persamaan derajat, hak dan kewajiban), ukhuwah islamiyah, 

dan takaful ijtima’I ( tanggung jawab sosial bersama ). 

e. Menjadi unsur penting dalam keseimbangan dalam distribusi harta 

sosial (social distruction) keseimbangan dalam kepemilikan harta 

(social ownership), dan keseimbngan tanggung jawab individu 

dalammasyarakat. 

Zakat adalah ibadah maliyyah yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi 

atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, 

pembuktian persaudaraan islam, pengikat persaudaraan ummatdan bangsa 

sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.  

2.5 Akuntansi Syariah 

2.5.1 Pengertian Akuntansi Syariah  

Menurut Muhammad (2013) menjelaskan defenisi bahwa Akuntansi 

Syariah merupakanproses akuntansi yang terjadi karena implikasi atas nilai-nilai 

yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Di dalam akuntansi syariah 
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menganut sistem bagi hasil dan tidak memeliki sistem bunga. Sistem bagi hasil 

dengan menanggung risisko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. 

Dengan menggunkan sistem bagi hasil keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan 

sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan awal misalnya, 

terdapat dua pihak, dimana pihak hak pertama berperan sebagai pemilik modal, 

dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui 

bagaimana keuntungan datang pembagiannya sesuai dengan kesepakatan awal. 

Akuntansi syariah juga terhindar dari riba, yang mana riba diperoleh dari bunga. 

Akuntansi syariah memiliki unsur tenggang rasa, dan tentunya landasan hukum 

akuntansi syariah sesuai dengan kaidah agama islam. 

Pembahasan tentang akuntansi juga tertuang dalam salah satu ayat 

terpanjang di Al-Qur’an yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi : 

ى فاَكْتبُوُْهُْۗ وَلْيَكْتبُْ بَّيْنَكُمْ  كَاتِّبٌٌۢ بِّالْعَدلِِّْۖ وَلََ  سَمًّ ا اِّذاَ تدَاَينَْتمُْ بِّديَْن  اِّلٰىٓ اجََل  مُّ يْنَ اٰمَنوُْٓ يٰآيَُّهَا الَّذِّ

َ رَبَّهٗ وَلََ  يْ عَليَْهِّ الْحَقُّ وَلْيتََّقِّ اللّٰه ُ فلَْيَكْتبُْْۚ وَلْيمُْلِّلِّ الَّذِّ يأَبَْ كَاتِّبٌ انَْ  يَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰه

لَّ  هوَُ  يْعُ انَْ يُّمِّ يْفاً اوَْ لََ يَسْتطَِّ يْ عَليَْهِّ الْحَقُّ سَفِّيْهًا اوَْ ضَعِّ نْهُ شَيْـًٔاْۗ فاَِّنْ كَانَ الَّذِّ يبَْخَسْ مِّ

امْرَاتَٰنِّ  جَالِّكُمْْۚ فاَِّنْ لَّمْ يَكوُْناَ رَجُليَْنِّ فرََجُلٌ  وَّ نْ رِّ  يْديَْنِّ مِّ دوُْا شَهِّ فَ لْيمُْلِّلْ وَلِّيُّهٗ بِّالْعَدلِّْْۗ وَاسْتشَْهِّ

اءُ  رَ اِّحْدٰىهُمَا الَْخُْرٰىْۗ وَلََ يأَبَْ الشُّهَدَۤ لَّ اِّحْدٰىهُمَا فتَذُكَ ِّ اءِّ انَْ تضَِّ نَ الشُّهَدَۤ نْ ترَْضَوْنَ مِّ مَّ مِّ

ِّ وَاقَْوَمُ  نْدَ اللّٰه ْۗ ذٰلِّكمُْ اقَْسَطُ عِّ يْرًا اوَْ كَبِّيْرًا اِّلٰىٓ اجََلِّه  ا انَْ تكَْتبُوُْهُ صَغِّ اِّذاَ مَا دعُوُْا ْۗ وَلََ تسَْـَٔمُوْٓ

يْرُوْ نَهَا بَيْنَكُمْ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ  رَةً تدُِّ ٓ انَْ تكَوُْنَ تِّجَارَةً حَاضِّ ا اِّلََّ لِّلشَّهَادةَِّ وَادَنْٰىٓ الَََّ ترَْتاَبوُْٓ

 بِّكُمْ ْۗ 
يْدٌ ەْۗ وَاِّنْ تفَْعلَوُْا فاَِّ نَّهٗ فسُوُْقٌٌۢ لََ شَهِّ ا اِّذاَ تبَاَيَعْتمُْ ِۖ وَلََ يضَُاۤرَّ كَاتِّبٌ وَّ دوُْٓ الَََّ تكَْتبُوُْهَاْۗ وَاشَْهِّ

ُ بِّكُ ل ِّ شَيْء  عَلِّيْمٌ  ُ ْۗ وَاللّٰه َ ْۗ وَيعُلَ ِّمُكُمُ اللّٰه  وَاتَّقوُا اللّٰه
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“Wahai orang- orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah orang yang berutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. ...... Dan janganlah 

kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya,baik (utangitu) kecil 

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian,dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, 

kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan 

diantarakamu maka tidakada dosa bagi kamu, jika kamu tidak 

menuliskannya.” 

Prof Hamka dalam tafsir Al Azhar juz 3 tentang Surat Al-Baqarah ayat 

282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi salah 

satunya adalah sebagai berikut :  

Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam sejak munculnya 

peradaban Islam sejak Nabi Muhammad saw. Telah ada perintah untuk 

melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, 

kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan 

muamalah tadi. Dalam istilah akuntansinya dikenal dengan konsep 

“accountability” dimana pada Trueblood Report hal ini sudah diperkenalkan. 

Bahkan dalam tulisan Lee D Parker hal ini semakin ditekankan. Bahkan 
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dianggap sebagai trend masadepan. Pengertian syariah/syariat secara umum 

adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan 

manusia dengan Allah swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam 

sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan hadist. Menurut Masjfuk Zuhdi adalah 

hukum yang ditetapkan Allah melalui RasulNya untuk hamba-hambaNya, agar 

mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, 

amaliah (ibadah dan muamalah) dan berkaitan dengan akhlak 

2.5.2 Prinsip Akuntansi Syariah  

Berikut prinsip umum dari akuntansi syariah, antara lain : 

1) Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability) 

Merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat 

islam. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep 

amanah. Bagi kaum Islam, persoalan amanah merupakan hasil dari 

transkasi manusia dengan Yang Maha Kuasa mulai dari alam 

kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk 

menjalankan fungsi dari kekhalifahan. Inti dari kekhalifahan yaitu 

menjalankan atau menunaikan amanah. Implikasi dalam bisnis dan 

akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis 

harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah 

diamanatlkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 

Wujud dari sebuah pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk 

laporan akuntansi. 
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2) Prinsip Keadilan  

Jika diartikan lebih lanjut, ayat 282 surah Al-Baqarah mengandung 

prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini 

tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika 

kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai secara 

inheran melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa 

manusia pada dasarnya memilki kapasitas dan energi untuk berbuat 

adil dalamn setiap aspek kehidupan.  

3) PrinsipKebenaran 

Sebenarnya prinsisp kebenaran tidak bisa dilepaskan dari prinsip 

keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan 

selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan 

pelaporan. Aktivitas itu akan dapat dilakukan dengan baik apabila 

dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran akan dapat 

menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan 

transaksi-transaksi ekonomi. 

2.5.3 Tujuan Akuntansi Syariah  

Tujuan akuntansi Syariah Menurut Sarip Muslim tujuan terpenting dari 

akuntansi keuangan dalam Islam adalah: 

1. Menjaga harta yang merupakan hujjah atau bukti ketika terjadi 

perselisihan 

2. Membantu mengarahkankebijaksanaan 

http://repository.unej.ac.id/
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3. Memerinci hasil usaha untuk perhitunganzakat 

4. Penentuan hak dan mitrabisnis 

5. Membantu dalam menetapkan imbalan dan hukuman serta penilaian 

evaluasi kerja dan motivasi. 

2.6 Akuntansi Zakat 

Di dalam pembahasan fiqih islam disebutkan bahwa zakat adalah ibadah 

maliyah ijtima’iyah  (ibadah yang berhubungan dengan ekonomi dan 

kemasyarakatan). Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang mempunyai status 

dan fungsi penting dalam syari’at Islam. Al-Qur’an menegaskan kewajiban zakat 

bersamaan dengan kewajiban shalat. Zakat ditempatkan pada bagian kedua dari 

rub al-ibadah. Dengan demikian, zakata diketaui secara otomatis adalah bagian 

mutlak dari ajaran Islam (ma’lum min al-din bi al-dlarurah). Zakat yang ma’lum 

min al-din al-dlarurah memilki dua aspek, yaitu pembayaran atau penegluaran 

zakat dan distribusi atau penerimaan zakat. Unsur mutlak dari islam adalah aspek 

pertama yaitu penegluaran atau pembayaran zakat. Perintah mengeluarkan zakat 

secara isyari menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat dorongan yang kuat agar 

umat berusaha menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat. Dengankata lain 

umat Islam harus mampu berusaha dan bekerja sehingga memiliki harta 

kekayaan yang melebihi kebutuhan pokoknya sekeluarga sehingga menjadi 

pembayar zakat, bukan penerima zakat.Akuntansi dianggapsebagai bagian dari 

cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset 

wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya 

kepada para mustahiq dengan berdasarkan pada kaidah syariat Islam. 
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Pujianto (2015) mengungkapkan bahwa tujuan akuntansi zakat AASIFI ( 

Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah 

menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah 

islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak 

diperoleh oleh syariah, bila terjadi, serta bagaiman penyalurannya. Berdasarkan 

tujuan ini makan memperlihatkan betapa pentingnya para dewan syariah untuk 

mengeluarkan opini syariah. Kosep penilaian dalam akuntansi zakat dari batasan 

(nisab) zakat dipadukan dengan konsep akuntansi. Konsepyang diketahui dari 

opini diatas berkaitan dengan masalah akuntansi adlah modal, laba, pengukuran 

pembiayaan, penilaian aktiva, priode akuntansi. Pengeluaran kewajiban atas 

zakat sangat tergantung pada keadaan kapan harta tersebut mencapai nisab. 

Dengan itu, suatu aset kan dikeluarkan zakatnya apabila aset itu telah mencapai 

nisabnya. Keadaan ini berkaitan dengan harga pasar barang atau disebut net 

realizable value ( nilai realisasi bersih). Jika keadaan ini terwujud maka suatu 

perusaahan mencapai tingkat zakat ability( kemampuan zakat). Keadaan zakat 

ability adalah kemampuan dari aktiva untuk berkembang yang dibuktikan dari 

kemamp[uan aset dijual tanpa melihat sudah dijual atau belum dijual. 

2.7 Landasan dan dasar Hukum Pengelolaan zakat 

2.7.1 Landasan zakat secara Syar’i 

Dalam Islam dasar hukum kewajiban dan keutamaan zakat terkandung 

dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai berikut  

Al-Qur’an :  
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1. Qs. Al-Baqarah (2):110 

 ْۗ ِّ نْدَ اللّٰه دوُْهُ عِّ نْ خَيْر  تجَِّ كُمْ م ِّ نَْفسُِّ مُوْا لَِّ كٰوةَ ْۗ وَمَا تقَُد ِّ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ وَاقَِّيْمُوا الصَّ

يْرٌ  َ بِّمَا تعَْمَلوُْنَ بصَِّ  اِّنَّ اللّٰه

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirim, tentu kamu akan mendapatkan 

pahalanya pada sisi Allah. Segungguhnya Allah Maha melihat 

apa-apa yang kamu kerjakan. 

2. Qs. Ali Imran (2):180 

نْ فضَْلِّه  هوَُ خَيْرًا لَّ هُمْ ْۗ بلَْ هوَُ شَرٌّ  ُ مِّ يْنَ يبَْخَلوُْنَ بِّمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰه وَلََ يَحْسَبَنَّ الَّذِّ

 ُ ْۗ وَاللّٰه يْرَاثُ السَّمٰوٰتِّ وَالَْرَْضِّ ِّ مِّ ه لوُْا بِّه  يوَْمَ الْقِّيٰمَةِّ ْۗ وَللِّّٰ قوُْنَ مَا بَخِّ لَّهُمْ ْۗ سَيطَُوَّ

 بِّمَا تعَْمَلوُْنَ خَبِّيْ 

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil denganharta 

yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya 

menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya 

kabakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka 

bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya dihari kiamat. 

Dan kepunyaan Allah-lah segalawarisan ( yang ada ) dilangit dan 

dibumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

3. QS. Al-Ma’idah (5):12 

ُ اِّن ِّ يْ  يْباًْۗ وَقاَلَ اللّٰه نْهُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نَقِّ يْلَْۚ وَبَعَثنْاَ مِّ يْثاَقَ بنَِّيْٓ اِّسْرَاۤءِّ ُ مِّ وَلقََدْ اخََذَ اللّٰه

رْتمُُوْهُمْ وَاقَْرَضْتمُُ  كٰوةَ وَاٰمَنْتمُْ بِّرُسُلِّيْ وَعَزَّ لٰوةَ وَاٰتيَْتمُُ الزَّ مَعَكُمْ ْۗ لىَِٕنْ اقََمْتمُُ الصَّ
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نْ تحَْتِّهَا  يْ مِّ لنََّكمُْ جَنهت  تجَْرِّ كَُف ِّرَنَّ عَنْكُمْ سَي ِّاٰتِّكُمْ وَلََدُْخِّ َ قرَْضًا حَسَناً لََّ اللّٰه

نْكُمْ فقََدْ ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِّيْلِّ   الَْنَْهٰرُْۚ فَمَنْ كَفرََ بَعْدَ ذٰلِّكَ مِّ

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) 

Bani Israel dan telah Kami angkat diantara mereka duabelas 

orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku 

berserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat 

dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasuk-Ku 

dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan yang baik 

sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan 

sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang 

mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa 

yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah 

tersesat dari jalan yang lurus.” 

Hadits :  

1. Hadits riwayat Ibnu Abbas, “Ia mengatakan bahwa Nabi 

SAW mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman dan berkata 

kepadanya: terangkanlah kepada mereka bahwa Allah 

SWT mewajibkan kepada merea shalat lima kali sehari 

semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah 

kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan 

berikanlah kepada orang yang miskin. Jika itu telah 

dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa 

orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia 
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dengan Allah tidak ada dinding” 

2. Hadits Riwayat Jama’ah: “Ketika Nabi mengutus Muazbin 

Jabal ke negeri Yaman, di antara petunjuknya kepada 

Muazadalah: “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk 

Yaman) sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada 

mereka (zakat) yang diambi ldari orang-orang kaya dan 

diberikan kepada orang fakir dikalangan mereka ( 

penduduk Yaman ).” 

3. Hadits Riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar: “Tangan 

di atas lebih baik dari pada tangan dibawah.” 

2.7.2 Dasar Hukum PengelolaanZakat 

a. UU No.23 Tahun 2011 

Dukungan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan 

dalam pengumpulan dan pembayaran zakat. Zakat harus 

dikelola sesuai dengan asas pengelolaan zakat yaitu sesuai 

syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian 

hukum, terintegerasi, dan akuntabilitas sehingga dapat 

semakin pemperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

ZIS. Dibutuhkan suatu payung hukum untuk menaungi 

peraturan tentang zakat di Indonesia. Maka dari itu 

pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai 

pengganti UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999 

yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
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kebutuhan hukum dalam kegiatan pengelolaan zakat di 

Indonesia. Pelaporan pengelolaan zakat diatur pada bagian 

kelima pada pasal 29 yaitu : 

b. Pasal 29 

(1) BAZNAS kabupaten / kota wajib menyampaikan 

laporan pelaksaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan 

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan 

pemerintah daerah secara berkala 

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui 

media cetak atau media elektronik. 

c. PP No. 14 Tahun 2014 

PP No. 14 Tahun 2014 dikeluarkan pemerintah pada tanggal 

14 Februari 2014. PP ini dibuat untuk melaksanakan 

ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang 

mengharuskan pengaturan lebih lanjut oleh Peraturan 

Pemerintah. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS, 

BAZNAS Kabupaten/kota bertanggungjawab kepada 

BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 bulan dan 

akhir tahun.Pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS 

diatur lebihdalam pada BAB IX PP No. 14 Tahun 2014. 

Aturan tersebut merupakan peraturan lebih lanjut atau 

pelaksanaan Pasal 29 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2011. Dalam 

PP aturan tersebut terdapat dalam Pasal 71-75. Sehingga 
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dalam penelitian ini beberapa pasal yang berhubungan dengan 

pelaporan dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS 

Kabupaten Gresik sebagai berikut: 

d. Pasal 71 

(1) BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan 

pelaksanaan pengelolaan zakai, infak, sedekah, dan dana 

sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan 

bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. 

2.8 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

2.8.1 Badan Amil Zakat  

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 

muslim yang cukup besar. Agama merupakan negara agama mayoritas 

yang ada di Indonesia. Zakat adalah bagian dari rukun islam setiap umat 

muslim yang di wajibkan untuk menunaikan zakat apabila sudah 

memenuhi kriteria sebagai pembayar (Muzakki). Untuk mengakomodir 

zakat maka berdirilah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Berdasarkan 

UU No. 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelolaan Zakatdi Indonesia terdiri 

dari BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Hal ini sesuai pada bunyi 

ayat 1 dan 2 di pasal 5: “ Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, 

pemerintah membentuk BAZNAS (ayat 1 ). Yang berkedudukan di ibu 

Kota Negara (ayat 2).” Pada pasal 15 dalam rangka pelaksanaan 

pengelolahan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk  

BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Selanjutnya di pasal 



43 
 

 

17, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksaan pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat bisa membentuk 

LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan organisasi pengelola zakat di 

Indonesia merupakan keniscayaan dengan mengingat pentingnya sektor 

zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus 

pemertaan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. 

Bagaiman mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang 

miskin/mustahik dapat berubah status menjadi muzakki (Pembayar Zakat) 

dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang kreatif. 

Di dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan tugas 

dan dan fungsi pengelolahan zakat yaitu : 

1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaguaan 

zakat 

2) Pelaksanaan, pengumpulan, pendisribusian dan pendayagunaan 

zakat 

3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat  

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 

zakat. 

Menurut Didin Hafidhuddin (2007) mengatakan ada beberapa 

keuntungan berzakat melalui amill zakat yang mempunyai kekuatan hukum 

formal, antara lain: 

1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat 
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2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat 

apabila berhadapan langsung untuk menerima langsung dari 

para muzakki 

3) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas serta sasaran yang 

tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas 

yang ada pada suatu tempat 

4) Untuk memperlihatkan syariat islam dalam semangat 

penyelenggaraan pemerintah yang islami meskipun secara 

nhukum ada yang memperbolehkan. 

Dalam pelaksanaa tugasnya, sebuah organisasi pengelolahan zakat 

harus bertindak profesional. Profesional memiliki artian bahwa organisasi 

pengelolahan zakat haruslah memiliki manajemen organisasi yang baik. 

Manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggarahan dan 

pengawasan dalam penghimpunan penyaluran zakat di organisasi pengelola 

zakat, dan itu harus tertera dengan baik, perencanaan yang matang, 

pengorganisasian yang tepat. Pengarahan yang serius dan pengawasan yang 

maksimal itu merupakan idealisme dalam manajemen zakat. Pencatatan 

transaksi keuangan yang baik termasuk kedalam pengelolaan zakat yang 

profesional. Selama ini organisasi pengelolahan zakat mencatat tranksasi 

keuangan menggunakan aturannya sendiri. Namun ada juga yang mengacu 

pada PSAK 45 untuk organisasi nirlaba. Praktik yang demikian 

menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang baku untuk pencatatn bagi 
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lembaga pengumpul dan penyalur zakat. Standart pencatatan sangat 

diperlukan agar terjadi keseragaman dalam pelaporan.  

IAI kemudian menetapkan suatu standart yaitu PSAK 109 untuk 

akuntansi zakat, infaq dan sedekah. PSAK 109 nantinya akan dipakai 

sebagai peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

pengeluaran dan pengoperasian lembaga zakat. PSAK 109 akan menjadi 

standartisasi setiap lembaga zakat yang ada diIndonesia Di dalam 

perkembangan zaman, pengelolaan zakat Indonesia mengalami beberapa 

kendala atau hambatan yang sering kali menyebabkan pengelolaannya 

masih belum optimal dalam mendongkrak perekonomian. Adapun 

hambatan-hambatan sebagaiberikut: 

a) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas 

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (Amil) 

belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari sesorang. 

Bahkan dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk 

berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, 

akan tetapi hanya sedikit yang memilih untuk berkarir 

sebagai pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah 

menjadi pilihan hidup dari pemuda, karna tidak ada daya 

tarik berkarir disana. Padahal lembaga amil sangat 

membutuhkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas 

agar pengelolaan zakat  dapat profesional, amanah, 

akuntabel, dan transparan. Ada beberapa pengelolaan zakat 
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agar mampu menjadi suatu lembaga yang profesional yaitu 

:Amanah , Manajerial Skills , Ikhlas , Leadership Skills  dan 

Inovatif No Provit Motives  

b) Pemahaman fiqih amil yang belum memadai 

Masih minim pemahaman fiqih zakat dari pada amil dan 

itu menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan 

zakat.sehingga menjadi fiqih di mengerti dari segi tektual 

dan konteksnya. Banyak para amil yang sifatnya masih 

tradisonal, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga 

tujuan utama zakat tidak tercapai. Dalam penerpan zakat 

dimasyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu 

bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat 

memberikan kemaslahatan bagi umat. 

c) Rendahnya kesadaran masyarakat 

Rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar 

zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan zakat 

dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. 

Sudah melekat dalam bentuk sebagian kaum muslim bahwa 

perintah zakat itu harus di wajibkan pada bulan ramdahan 

saja itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. 

Padahal zakat bukan hanya sekedar beribadah yang 

diterapkan di bulan ramadhan saja, melainkan juga masih 
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dapat dibayarkan pada bulan-bulain lainnya selain ramadhan  

yaitu zakat maal. 

d) Teknologi yang digunakan 

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat 

masih sangat jauh bila di bandingkan dengan sudah yang 

diterapkan di instansi keuangan lainnya. Hal ini menjadi 

salah satu kendala penghambat kemajuan pendaygunaan 

zakat. Teknologi yang digunakan pada lembaga amil zakat 

masih terbatas pada teknologi standart biasa. Sistem 

akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun 

pendayagunaan haruslah menggunkana teknologi terbaru, 

tujuannya agar dapat menjangkau segala kelompok 

masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang 

notabennya memilki dana yang lebih. 

Mobilitas tinggi membutuhkan tekhnologi tinggi yang 

menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan 

inofasi dalam memberikan kemudahan kepada muzzaki, 

maka semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan 

dana. Misalnya melakukan kerjasama dengan perbankan 

untuk pembayaran zakat via atm atau mobile banking. 

Penggunaan tekhnologi selain memberikan kemudahan 

kepada muzzaki untuk memberikan donasinya, akan 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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mempermudah lembaga amil untuk menghimpun dana dari 

masyarakat 

e) Sistem informasi zakat 

Saat ini lembaga amil zakat yang ada belum mampu 

mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat 

yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat 

ini saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Contohnya, 

penerapan sistem yang ada database muzakki dan mustahik. 

Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada 

muzakki yang didekati oleh beberapa lembaga amil, atau 

mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga 

amil zakat. 

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi 

zakat ini, tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antara 

institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat hanya 

untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah 

dikerjakan oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang 

belum menerima bantuan. Tujuan utama dari kehadiran 

Lembaga amil zakat selain untuk mengelola dan zakat, 

namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat 

tersebut bermanfaat dan pebgaruhnya dapat terasa bagi 

peningkatan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Yang 

perlu ditekan bahwa sistem informasi harus dikelola oleh 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh 

negara.  

Kelima hambatan ini yang harus dipecahkan bersama-

sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab 

dengan adanya kerjasama aktif antar institusi baik dari 

swasta maupun pemerintah maka hambtan-hambatan ini 

tidaklah akan terwujud. 

2.8.2 Sistem Informasi Manajemen Badan Amil ( SIMBA) 

SIMBA merupakan sebuah sistem yang di bangun dan 

dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang 

dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu SIMBA juga 

dilengkapai fitur percetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan 

yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok 

besar. Berbasiskan web, aplikasi yang dimilki kepanjangan Sistem 

Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah suatu sistem yang 

tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga 

zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses yang rumit. SIMBA 

dibentuk dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan 

November 2011 hingga Januari 2012. Dalam rancangan itu, sistem 

informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, 

input maupun outputnya. Setelah itu, dibuat Standard Operating Procedure 

(SOP). 
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Sistem Manajemen Informasi (SIMBA) dapat digunakan oleh 

BAZNAS diseluruh indonesia yang menjadi standart oprasional lembaga 

zakat dan pelaporan zakat secara nasional. Sistem Informasi Oprasional 

(SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan adalah dua sistem yang dimilki oleh 

SIMBA. Dengan dua sistem tersebut, BAZNAS maupun LAZ 

menggunakan SIO untuk beroperasi sehari-hari dengan pendekatan kas 

masuk dan keluar. Di dalam kas masuk meliputi input data based muzakki, 

transaksi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sedangkan 

didalam kas keluar bisa di input data based mustahik dan penyaluran ZIS. 

Selanjutnya, data-data yang sifatnya termasuk keuangan dan transaksi 

keuangan akan di input dan akan menghasilkan laporan-laporan. 

Contohnya profil muzakki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf 

dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standart yang 

mengacu pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK 109). Bisa 

juga diterbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor 

zakat. Jadi dengan menggunakan SIMBA muzakki dilayani sebaik 

mungkin mulai dari registrasi sampai pada pembayaran dan pelaporan. 

SIMBA tentunya mempunyai beberapa manfaat penggunannya 

diantara;  Memudahkan kinerja dalam pelaporan zakat, Infaq, dan sedekah, 

Lebih efektif dan efisien dalam meng input data based, Muzaki dapat 

mengetahui secara langsung bahwa uang yang di bayar  tersebut sudah 

masuk di Dana Zakat. Pemberitahuan melalui media SMS, dan SIMBA 

adalah sistem yang sudah di awasi dan di supervisi pihak Otoritas Jasa 
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Keuangan ( OJK ) RI. Hal ini menekankan bahwa SIMBA adalah sistem 

yang jelas dengan SOP yang berlaku.   

Pengaruh dari Penerapan aplikasi SIMBA dapat membantu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena membantu dalam proses 

penyajian laporan keuangan yang efektif, tepat waktu , serta tranparansi 

dan dapat di peroleh dan di akses oleh pemakai laporan keuangan.  

2.9 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)109 

2.9.1 PSAK 109 tentang akuntani Zakat Infaq Sedekah 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini merupakan 

pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Bagi 

seorang akuntan, pernyataan standar adalah pedoman yang digunakan 

untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku. Dalam PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan 

keuangan dengan tujuan umum. Agar laporan keuangan bisa dibandingkan 

dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun laporan keuangan lainnya. 

Tujuannya adalah agar tercipta keseragaman dalam penyampaian laporan 

keuangan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 . Pernyataan ini 

bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini berlaku 

untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. 

Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang 

selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang 
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pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan 

zakat dan infak/ sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah 

yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah, tetapi bukan 

kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh 

muzakki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. 

Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab,haul (baik yang 

periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan 

peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan 

maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat 

dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. 

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau 

pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. 

Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana 

lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan 

untuk pengelolaan amil. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas 

penerimaan infak/sedekah. Dana zakat adalah bagian nonamil atas 

penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara 

sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) 

maupun tidak dibatasi. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak 
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menerima zakat Mustahiq terdiri dari: fakir, miskin, riqab, orang yang 

terlilit utang (ghorim), muallaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnu 

sabil) dan amil. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib 

membayar (menunaikan) zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang 

wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan 

oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya Mustahik. 

2.9.2 Pengakuan dan pengukuran PSAK 109 

2.9.2.1 Zakat 

1) Penerimaan Zakat 

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset 

nonkas diterima. Zakat yang di terima diakui sebagai 

penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui 

sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas 

sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang 

diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak 

tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai 

wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan 

Jika muzakki menentukan mustahik yang harus 

menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada 

bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh 

ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari 
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muzakki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai 

penambah dana amil.  

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang 

dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 2. 

Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh 

kelalaian amil. 

2) Penyaluran Zakat  

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, 

diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: 1. Jumlah yang 

diserahkan, jika pemberian dalam bentuk kas 2. Jumlah 

tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 

Efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat bergantung 

pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, Amil berhak 

mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya 

operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai 

kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola yang baik.  

Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika 

sudah diterima oleh mustahiknonamil tersebut. Zakat yang 

disalurkan oleh amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik 

nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. 

Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana 

zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. 

Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai 
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piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima 

diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang prnyaluran dan 

liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat 

disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.  

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan 

asset tetap (asset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, 

mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:  

 Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap 

tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak 

lain yang tidak dikendalikan amil.  

 Penyaluran secara bertahapjika asset tetap 

tersebut masih dalam pengendalian amil atau 

pihak lain  yang dikendalikan amil. Penyaluran 

secara bertahap diukur sebagai penyusutan aset 

tetap tersebut sessuai dengan pola 

pemanfaatannya.  

2.9.2.2 Infaq dan sedekah  

1) Penerimaan Infaq Sedekah 

Infaq/Sedekah diterima diakui sebagai penambah dana 

infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan 

pemberi infak/sedekah sebesar  

 Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas.  
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 Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. 

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas 

atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset 

lancar atau tidak lancar. 

Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan 

untuk dikelola oleh amil  diukur sebesar nilai wajar saat 

penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar 

infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut 

diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat 

jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah 

ditentukan oleh pemberi. 

Amil dapat pula menerimaaset nonkas yang 

dimaksud oleh pemberi untuk disalurkan. Aset ini diakui 

sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, 

seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi 

panjang, sepertimobil untuk ambulan.  

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui 

sebagai: 1. pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak 

disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurang 

dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat 

dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan 
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hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai 

penambah dana infak/sedekah. 

2) Penyaluran infak/sedekah 

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai 

pengurang dana infak/ sedekah sebesar: 

 jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 

 nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam 

bentuk aset non kas. 

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil 

lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ 

sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset 

infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran 

infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana 

bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir 

dan tidak mengurangi dana infak / sedekah. 

2.9.2.3 Penyajian 

Amil dapat menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, 

dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.  

2.9.2.4 Pengungkapan 

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait 

dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 

a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan 

skala prioritas penyaluran, dan penerima; 
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b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana 

nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti 

persentase pembagian, alasan dan konsistensi 

kebijakan 

c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk 

penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas 

d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung 

disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, 

maka harus diungkapkan  jumlah dan persentase dari 

seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode 

pelporan serta alasannya. 

e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud 

di angka (4) diungkapkan secara terpisah 

f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset 

kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika 

ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh 

penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; 

g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan 

peruntukannya, terikat dan tidak terkait 

h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan 

penerima infak/ sedekah yang meliputi: Sifat hubungan 

istimewa; Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan 

Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total 
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penyaluran selamaperiode 

i) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan 

mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran 

dana, alasan dan jumlahnya; dan 

j) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana 

zakat dan dana infak/sedekah. 

2.9.2.5 Laporan Keuangan Amil Zakat/Infaq/Sedekah 

Perlakuan amil tidak secara khusus diatur dalam psak 

109. Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah mengacu pada SAK lain yang 

relevan.  

Komponen Laporan Keuangan 

(a) Laporan posisi keuangan 

(b) Laporan perubahan dana 

(c) Laporan perubahan aset kelolaan 

(d) Laporan arus kas 

(e) Catatan atas laporan keuangan.  

a. Laporan Posisi Keuangan 

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan 

dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos beriku ; Aset :(a) 

kas dan stara kas, (b) piutang, (c) surat berharga, (d) aset tetap. 

Liabilitas : (a) biaya yang masih harus dibayar, (b) 

liabilitas imbalan kerja,Saldo dana : (a) dana zakat, (b) dana 
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amil,  Entitas amil menyajikan pos-pos dalam laporan posisi 

keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, 

yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 

Tabel 2.1 Format Laporan Posisi Keuangan 

 

Laporan Posisi Keuangan 

BAZ “XXX” 

Per 31 Desember 2XX2 

Aset 

Aset Lancar 

Kas dan setara kas 

Piutang 

Surat berharga 

 

  Aset tidak lancar 

Aset tetap 

Akumulasi penyusutan 

 

 

  xxx      

  xxx 

  xxx 

 

   

  xxx 

  xxx 

 

 

 

 

 

 

Liabilitas 

Kewajiban 

jangka pendek 

Biaya yang masih 

harus dibayar 

 

Kewajiban  

jangka panjang 

Imbalan kerja 

Jumlah Kewajiban 

 

Saldo Dana  

Dana zakat 

Dana infaq/sedekah 

Dana amil  

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

   xxx 

  xxx 

 

 

xxx 

    xxx 

    xxx 
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b. Laporan Perubahan Dana 

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana 

infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan 

dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: 

Tabel 2.2 Format Laporan Perubahan Dana 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ XXX 

Per 31 Desember 2xxx 

Keterangan Rp 

 DANA ZAKAT 

Penerimaan 

Penerimaan dari muzakki 

Muzakki entitas 

Muzakki individual 

Hasil penempatan 

Jumlah  

Penyaluran  

 Amil  

 Fakir-miskin        

Riqab 

Gharim 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx  

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

    Jumlah     xxx 

Jumlah Aset xxx Jumlah Kewajiban dan 

Saldo dana 

xxx 
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Muallaf 

fiabilillah  

Ibnu sabil 

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban 

penyusutan  

Jumlah 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir  

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

 

(xxx)  

(xxx) 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

DANA INFAK/SEDEKAH  

Penerimaan 

Infak/sedekah terikat 

Infak/sedekah tidak terikat 

Hasil pengelolaan 

Jumlah 

Penyaluran 

Amil 

Infak/sedekah terikat 

Infak/sedekah tidak terikat 

 Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban   

penyusutan dan penyisihan  

 Jumlah  

 

     

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

 

(xxx) 

(xxx) 
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Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir  

DANA AMIL 

Penerimaan  

Bagian amil dari dana zakat 

Bagian amil dari dana zakat dan infak/sedekah  

Penerimaan lain  

Jumlah  

Penggunaan  

Beban pegawai 

Beban penyusutan 

Beban umum dan administrasi lain 

Jumlah 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

Jumlah Dana zakat, Dana infak/sedekah, 

dan Dana Amil 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 
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c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Perubahan aset kelolaan yang mencakup tidak terbatas pada: 

 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

BAZ XXX 

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Laporan Arus Kas 

Entatitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan 

PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. 

e. Catatan Atas LaporanKeuangan 

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai 

dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan 

PSAK yang relevan 

Gambar. 2. 1Format Laporan Aset Kelolaan 
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2.10 Zakat dalam perspektif Islam 

Zakat, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang 

berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have kepada 

the have not. Merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan 

pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan 

masyarakat dapat di tingkatkan (Kristin P, 2011). Kewajiban seorang 

muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat telah memiliki 

landasan kuat di dalam Al Qur’an, yaitu Surat At-Taubah ayat 103: 

ُ خُ  مْْۗ اِّنَّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُمْْۗ وَاللّٰه مْ بِّهَا وَصَل ِّ عَليَْهِّ يْهِّ رُهُمْ وَتزَُك ِّ مْ صَدقََةً تطَُه ِّ نْ امَْوَالِّهِّ يْعٌ عَلِّيْمٌ ذْ مِّ   سَمِّ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu 

itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.” 

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah 

kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan 

shalat, puasa dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maaliah, 

yakni ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang 

pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan 

ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa, maupun haji, dimana 

manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut semata, sedangkan 

zakat manfaatnya bukan untuk individu tersebut semata, namun 

bermanfaat pula bagi oranglain. 
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Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang 

menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, 

disamping infak, sedekah dan wakaf. Zakat bersumber dari harta yang 

jelas dan mempunyai sasaran yang jelas. Prinsip-prinsipnya telah diatur 

dalam Alquran dan Hadits. Sehingga, pengumpulan tidak dapat ditolak 

dan penggunaannya tidak dapat diselewengkan atau disalahgunakan. 

Pembantahan atau penolakan dan penyalahgunaan zakat, berarti 

pembangkangan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Atas dasar 

ini, maka kegiatan zakat dipastikan tetap berlangsung sepanjang Islam 

masih hidup di muka bumi ini. Manusia mempunyai fitrah ingin suci 

dan taat di mata Allah. Dengan demikian, zakat merupakan pendapatan 

tetap, dan karena itu, dapat menjadi pendapatan publik, di mana negara 

berhak dan berkewajiban untuk mengelola pendapatan tersebut menjadi 

pendapatan yang berguna bagi umat manusia. 

Hak dan kewajiban ini sejalan pula dengan salah satu fungsi 

negara dalam Islam, yaitu untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan 

hidup pokok rakyatnya. Dalam konsep ekonomi Islam, salah satu tugas 

baitulmal adalah menjalankan fungsi negara tersebut, yaitu dengan 

mengambil kekayaan dari kelompok muzakki, kemudian membaginya 

kepada kelompok mustahik. Mekanisme zakat memastikan aktifitas 

ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat 

pemenuhan kebutuhan primer. Namun, tidak menutup kemungkinan, 

jika dalam jumlah yang besar dapat mendorong permintaan secara 
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agregat, karena dapat berfungsi membantu masyarakat, untuk mencapai 

taraf hidup di atas tingkat minimum.  

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan penghitungan, 

penyerahan dan pendistribusiannya dapat langsung dilakukan oleh 

muzakki kepada mustahik (penerima zakat) ketika bisa obyektif 

menghitung besaran kewajiban zakatnya, disamping mereka dapat 

menilai siapa yang layak untuk menjadi mustahik zakat dari yang 

bersangkutan. Di pihak lain, zakat tersebut dapat diserahkan kepada 

amil (pengelola) zakat yang telah diangkat atas nama umara (penguasa) 

yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan secara kolektif dan bersifat 

kelembagaan di daerah yang menjadi wilayahnya kepada pihak 

mustahik yang layak dan pantas untuk menerima harta zakat itu. 

Peranan amil zakat itu begitu sangat strategis sekaligus meningkatkan 

optimalisasi keberadaannya menuju dinamika umat yang semakin 

sejahtera baik lahir maupun batin, akan semakin kuat iman dan 

akidahnya serta kehidupan ekonominya ditengah-tengah masyarakat. 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Tabel .2.3 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama  

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Sabrina 

Shahnaz 

(2015) 

Penerapan Psak No. 

109 Tentang 

Pelaporan Keuangan 

Akuntansi Zakat, 

Infaq/Sedekah Pada 

Baznas Provinsi 

Sulawesi Utara 

Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak 

dan sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari 

orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti 

warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, instansi, dan 

perusahaan-perusahaan.  Penghimpunan dana zakat, 

infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS 

dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau 

donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS 

terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan 

layanan transfer rekening zakat di bank-bank tertentu 

seperti Bank Muamalat, Bank SULUT, dan Mandiri 

Syariah. Informasi dan data yang diperoleh, Badan Amil 

Zakat Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan 

dengan menggunakan sistem pencatatan singleentry. Hal ini 

berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan 

keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK No.109 

dicatat mengenai dana zakat, dana infaq/sedekah, dana 

amil, dan dana nonhalal. Sesuai dengan wawancara dan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan Amil Zakat 

Provinsi SULUT mencatat semua pemasukan /sumbangan 

yang diberikan sebagai dana zakat. 
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2 Khairil 

Mujahidi 

(2016) 

Analisis Penerapan 

Psak 109 Dalam 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Pada Lembaga Amil 

Zakat (Studi Kasus 

Pada Baitulmaal 

Hidayatullah 

Cabang Malang) 

Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang telah menerapkan 

PSAK No. 109 pada penyusunan laporan keuangan, namun 

belum sepenuhnya. BMH Malang menyusun laporan 

keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, 

Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan 

Sumber dan Penggunaan Infak. Berdasarkan PSAK No. 109 

menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang 

harus disusun oleh suatu lembaga amil zakat adalah 

meliputi: neraca (Laporan Posisi Keuangan); Laporan 

Perubahan Dana; Laporan Perubahan Aset Kelolaan; 

Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Selain itu, penyusunan Laporan posisi keuangan yang telah 

dilakukan oleh BMH belum menunjukkan adanya penyajian 

dana zakat, dana infak, dana wakaf, maupun dana nonhalal 

secara terpisah. Akibatnya pembaca laporan keuangan tidak 

dapat mengetahui secara rinci saldo dana zakat, dana 

infak/sedekah, dana wakaf maupun dana nonhalal yang 

dimiliki pada lembaga pada akhir periode pelaporan. 

Laporan keuangan merupakan wujud dari 

pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi 

yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode 

tertentu. Sehingga kelengkapan dan ketepatan penyajian 

laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca 

laporan terhadap kinerja lembaga tersebut. 
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3 Syifa Aufia 

(2012) 

Implementasi 

Akuntansi Zakat 

Infaq Shodaqoh 

Produktif Pada 

Organisasi Zakat Di 

Baznas Kabupaten 

Lumajang 

Hasil dari penelitian ini dimana Pengelolan dana zakat, 

infaq, dan shodaqoh yang dikelola secara produktif di 

BAZNAS Kabupaten Lumajang rata-rata setiap tahunnya 

dikelola sebesar 9,01 % dari total distribusi dana zakat, 

infaq dan shodaqoh. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan 

shodaqoh BAZNAS Kabupaten Lumajang masih 

berorientasi pada pengelolaan secara konsumtif, 15,40 % 

pendidikan, 46, 33 % delapan ashnaf, 9,81 % keagamaan, 

5,95% kesehatan, dan 13,53 kerjasama UPZ dari total 

distribusi dana zakat, infaq, dan shodaqoh.Bentuk perlakuan 

akuntansi dana zakat, infaq, dan shodaoqoh secara produktif 

di BAZNAS Kabupaten Lumajang telah disajikan dalam 

laporan perubahan asset kelolaan berupa asset lancar yatu 

dana ekonomi produktif dan asset non lancar berupa mesin 

jahit. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang 

dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang didasarkan 

atas ketentuan Syariah yang mengatur mengenai nishab 

zakat. Bentuk akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Lumajang 

berupa laporan tahunan. Laporan keuangan pada BAZNAS 

Kabupaten Lumajang belum diaudit oleh auditor 

independen maupun kantor akuntan publik sebagai mana 

tertuang dalam PSAK 109, sampai saat ini laporan 

keuangan yang disajikan hanya diaudit oleh auditor 

internal. Pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang 

dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu 

melalui majalah BAZNAS yang diterbitkan setiap dua 

bulan dan web BAZNAS Kabupaten Lumajang. 

4 Diah Dwi 

Utami      

( 2019) 

Analisis Penerapan 

Sistem Simba 

Dalam Pelaporan 

Zakat Pada Baznas 

Kabupaten 

Bondowoso 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan 

berbasis online atau menggunakan sistem yang tersentral 

dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan 

efisensi. Dengan penggunaan SIMBA, kegiatan 

penghimpunan zakat lebih transparansi dan akuntabel 

terlihat pada jumlah pemberi zakat atau muzakki yang 

meningkat. Dalam pelaporan menggunakan SIMBA, 

memiliki kesesuaian antara aturan yang terdapat di PSAK 

109. Hal ini terlihat dari sistem kas masuk pada simba, 

dimana terdapat bagian-bagian mulai dari informasi umum 

mengenai muzakki hingga jenis penerimaan dan kadarnya. 

Jika kadar sesuai kadar minimum zakat maka akan tercatat 

sebagai zakat. Jika dana yang disumbangkan melebihi kadar 

zakat, otomatis akan disalurkan langsung ke bagian 

infak/sedekah atas nama muzakki tersebut. 
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Sumber: Data Olahan Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Mochammad 

Rizki Bayu 

(2015) 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Manajemen Pada 

Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) 

Dalam Peningkatan 

Akuntabilitas Dan 

Mutu Pengelolaan 

Zakat, Infaq Dan 

Sedekah 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS 

telah melakukan  upaya- upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni 

dengan menyajikan informasiyang terbuka  kepada publik 

tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh 

masyarakat melalui website dan muzaki corner untuk telah 

terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan bantuan 

SIMBA, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS 

menjadi lebih efektif  dan efisien.   Meskipun demikian,  

dalam pelaksanaannya BAZNAS  terus mengupayakan 

untuk  melakukan perbaikan- perbaikan terhadap sistem 

tersebut agar pelayanannya dapat lebih optimal. 



 
 

72 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Profil BAZNAS Kabupaten Lingga 

Badan Amil  Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga sebagai lembaga 

pengelola zakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 

190/KPTS/V/2016, tentang perubahan kedua Keputusan Bupati Lingga 

Nomor 246/KPTS/II/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil 

Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga periode 2016-2021, mempunyai 

tugas pokok pengumpulan, penditribusian, dan pendayagunaan, 

perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan administrasi sumber daya 

manusia dan umum yang meliputi  bidang kesehatan, pendidikan ekonomi, 

sosial dan keagamaan, serta Monitoring dan Evaluasi.  BAZNAS 

kabupaten Lingga terletak di Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten 

Lingga terletak di  Jl. Engku Aman Kelang Kp. Darat No : 67dan didirikan 

sejak tahun 2015. 

Baznas sebagai koordinator zakat nasional telah diatur dalam 

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011. Di dalam aturan tersebut 

mengartikan bahwa BAZNAS tidak hanya sebagai lembaga pengumpulan 

zakat. Namun ada amanah yang sangat penting yang menjadi tugas dari 

BAZNAS, yaitu mengelola zakat secara terintegrasi untuk mencapai 

pemerataan ekonomi bangsa. Kemudian pemerintah pusat menciptakan 
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suatu sistem yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memantau 

perkembangan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat disetiap 

daerah. Sistem tersebut akan menghasilkan sebuah laporan masing-masing 

BAZ dan LAZ, yang nantinya menjadi evauasi pemerintah untuk 

menigkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka BAZNAS 

Kabupaten Lingga menyusun laporan kinerja dan keuangan harus 

menyusun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Program dan strategi yang 

jelas, terarah dan terukur terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Lingga harus mampu mengakomodir setiap Isu-isu startegis, paradigma 

baru, inovatif sekaligus mampu mengimbangi keinginan dan harapan-

harapan masyarkat serta apresiasi terhadap pembangunan di Kabupaen 

Lingga sebagai rasa tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Lingga. 

 

3.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Lingga 

1. Visi 

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga 

Yang Amanah, Professional, Akuntabel, Terprcaya dan Transfaran”.  

2. Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Badan Amil 

Zakat Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: 
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1) Meningkat organisasi dan manajemen Badan Amil Zakat 

Nasional 

2) Meningkatkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat Nasional 

sebagai lembaga ekonomi umat. 

3) Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan Badan Amil 

Zakat Nasional. 

3. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional 

Program Kerja Bidang Pengumpulan 

1) Optimalisasi/Sosialisasi pengumpulan ZIS dilengkapi instansi 

pemerintah /OPD dan BUMD, Sekolah, Masjid, Ormas Islam 

Dll. 

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan ZIS terhadap 

muzakki tertentu dan umum 

3) Gerakan infak dan sedekah Ramdhan “ Mohon dua Ribu” 

4) Pengumpulan melalui celengan/ kontak infak BAZNAS 

toko/kedai/warung, kantor, desa, pondok pesantren. 

5) Pemetaan Muzakki 

6) Optimalisasi infak dari kelompok usaha yang terbentuk  

7) Pembentukan UPZ se Kabuapaten Lingga. 
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4. Program Kerja Bidang Pendistribusian 

1. Program bedah rumah fakir 

2. Distribusi ZIS persemester atau 6 sekali/ januari s/d juni, 

juli, s/d desember dalam setahun. 

3. Intensifikasi pengelolaan Dana Bergulir kelompok Usaha 

kecil 

4. Bantuan berobat bagi mustahik rawat jalan 

5. Bantuan bencana alam, kebakaran, puting beliung tertimpa 

kayu dan gelombang pasang surut 

6. Bantuan orang terlantar 

7. Bantuan anak asuh/ beasiswa suku KAT 

8. Pembiayaan muallaf 

9. Pemetaan mustahil 

Rp 775.025.807 Rp 746.675.255
Rp 875.107.758

Rp 1.089.977.594

Rp 1.000.447.392

 Rp-

 Rp200,000,000

 Rp400,000,000

 Rp600,000,000

 Rp800,000,000

 Rp1,000,000,000

 Rp1,200,000,000

2016 2017 2018 2019 2020 / JUNI

GRAFIK PENGUMPULAN ZIS 2016 - 2020 / 
(JUNI)
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10. Pembinaan usaha kecil 

11. Bantuan pendidkan sekloah SD SMP dan SMA/Sederajat 

12. Bantuan pendidkan kuliah S1 dan luar negri 

13. Bantuan insentif fakir per bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp712,052,298 

Rp568,230,926 

Rp827,305,662 

Rp1,039,362,604 

Rp932,360,709 

 Rp-

 Rp200,000,000

 Rp400,000,000

 Rp600,000,000

 Rp800,000,000

 Rp1,000,000,000

 Rp1,200,000,000

2016 2017 2018 2019 2020 / JUNI

GRAFIK PENDISTRIBUSIAN ZIS TAHUN 2016 - 2020 (JUNI)

2016 2017 2018 2019 2020

EKONOMI Rp38,350,000 Rp27,200,000 Rp30,000,000 Rp21,500,000 Rp23,000,000

PENDIDIKAN Rp79,555,000 Rp120,010,000 Rp200,420,000 Rp154,560,000 Rp31,125,000

DAKWAH Rp98,325,000 Rp214,781,000 Rp285,632,500 Rp333,273,900 Rp281,724,500

KESEHATAN Rp9,000,000 Rp28,500,000 Rp67,700,000 Rp59,300,000 Rp37,000,000

SOSIAL KEMANUSIAAN Rp324,246,298 Rp83,700,000 Rp144,827,500 Rp385,585,750 Rp512,678,000

 Rp-

 Rp100,000,000

 Rp200,000,000

 Rp300,000,000

 Rp400,000,000

 Rp500,000,000

 Rp600,000,000

GRAFIK PENYALURAN ZIS PERBIDANG TAHUN 2016 - 2020 
(JUNI)
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5. Bagian Rencana, Keuangan dan Pelaporan 

1. Penyelenggaraan penyusunan rencana keuangan/anggaran 

penyusunan RKAT 

2. Penyeenggaraan pencatatan/pembukuan/jurnal 

3. Penyelenggaraan pelaporan sesuai SIMBA 

4. Pengalokasian anggaran bagi unit organisasi  

5. Pelatihan pembuatan Laporan akuntansi Zakat sesuai PSAK 

109. 

 

LAPORAN PENGELOLAAN ZIS TAHUN 2016- 2020 ( JUNI ) 

BAZNAS KABUPATEN LINGGA 

LAPORAN PENGUMPULAN ZIS 

No Tahun Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Capaian % Ket 

1 2016 800.000.000 775.025.807 96,87   

2 2017 875.000.000 746.675.255 85,33   

3 2018 1.000.000.000 875.107.758 87,51   

4 2019 1.500.000.000 1.089.977.549 72,66   

5 2020/JUNI 1.400.000.000 1.000.447.392 71,46   

    5.575.000.000 4.487.233.761 80,48   

  

LAPORAN PENDISTRIBUSIAN ZIS 

No Tahun Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Capaian % Saldo 

1 2016 775.025.807 712.052.298 91,87 62.973.509 

2 2017 746.675.255 568.230.926 76,1 178.444.329 
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3 2018 875.107.758 827.305.662 94,53 47.802.096 

4 2019 1.089.977.549 1.039.362.604 95,35 50.614.945 

5 2020/JUNI 1.000.447.392 932.360.709 93,19 68.086.683 

    4.487.233.761 4.079.312.199 90,9   

 

LAPORAN PENERIMAAN APBN DAN APBD 

 

LAPORAN JUMLAH DATA MUZAKKI DAN MUSTAHIK  

NO 

KATEGORI 

MUZAKI 

TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

MUZAKI 

PERORANGAN  

20 919 1.231 1.354 1.405 

No Jenis Dana 

Realisasi 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 APBN 

      

Rp. 

25.000.000   

2 

APBD 

PROVINSI           

3 

APBD 

KAB.KOTA 

Rp. 

50.000.000 

Rp. 

100.000.000 

Rp. 

150.000.000 

Rp. 

160.000.000 

Rp.100.000.000 

  

  

Rp. 

50.000.000 

Rp. 

100.000.000 

Rp. 

150.000.000 

Rp. 

185.000.000 

Rp.100.000.000 
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2 MUZAKI BADAN 905 123       

  

KATEGORI 

MUSTAHIK 

          

1 

MUSTAHIK 

PERORANGAN  

1.592 1.706 1.055 592 79 

2 MUSTAHIK BADAN  200 12       

 

LAPORAN PENERIMAAN MANFAAT MUSTAHIK/BIDANG 

  

 

 

 

 

 

 

No 
Kategori 

Muzaki 

Tahun 

Jumlah  

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ekonomi 
Rp.38.350.000 Rp. 27.200.000 Rp. 30.000.000 Rp. 21.500.000 Rp.23.000.000 Rp.140.850.0

00 

2 Pendidikan 
Rp.79.555.000 Rp. 120.010.000 Rp. 200.420.000 Rp.154.560.000 Rp.31.125.000 Rp.585.670.09 

3 Dakwah 
Rp.142.730.724 Rp. 214.781.000 Rp. 285.832.500 Rp. 333.273.900 Rp281.724.500 Rp. 

1.213.737.602 

4 Kesehatan 
Rp. 9.000.000 Rp. 28.500.000 Rp. 67.700.000 Rp. 59.300.000 Rp. 37.000.000 Rp. 201.500.000 

5 
Sosial 

Kemanusiaan 

Rp. 342.246.298 Rp. 83.700.000 Rp. 144.827.500 Rp. 385.585.750 Rp. 512.678.000 Rp. 1.469.037.548 

JUMLAH 
Rp.611.882.022 Rp. 474.191.000 Rp.728.580.000 Rp. 954.219.650 Rp.885.527.500 Rp. 3.609.995.150 
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3.1.3 Struktur / susunan pengurusan BAZNAS Kab. Lingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ketua Baznas Kabupaten Lingga. 

2.Wakil Ketua I Bidang. 

3.Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian. 

3.1 Staff Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan 

4.Wakil Ketua III Bidang ketua bendahara.  

4.1 Staff Bidang Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan 

5.Wakil Ketua IV Bidang administrasi.  

5.1 Staff Bidang Administrasi Sdm Dan Program Kreatif 

Adapun uraian tugas dan jabatan dari masing-masing bagian yang terdapat 

pada struktur kantor BAZNAS kabupaten lingga adalah sebagai berikut : 
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a. Dewan pertimbangan 

1. Ketua : 

a. Memberikan Saran Dan Pertimbangan Tentang Pengembangan 

Hukum Dan Pemahaman Mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan 

Shadaqah. 

b. Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Akan Kebijakan-

Kebijakan Pengumpulan, Pendayagunaan Dan Pengembangan 

Pengelolaan ZIS. 

c. Memberikan Penilaian Pertanggungjawaban Dan Laporan Hasil 

Kerja Badan Pelaksana Dan Hasil Pemeriksaan Komisi Pengawas. 

d. Menampung Mengolah Dan Menyampaikan Pendapat Umat 

Tentang Pengelolaaan ZIS.  

2. Wakil Ketua 

a. Membantu Ketua Dewan Pertimbangan Dalam Melaksanakan 

Tugas Ssesuai Dengan Yang Telah Di Tetapkan. 

b. Menyelenggarakan Koordinasi Dalaam Melaksanakan Kegiatan 

Pengelolaan ZIS. 

c. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Ketua 

Dewan Pertimbangan. 

d. Mewakili Ketua Apabila Berhalangan Dalam Melaksanakan Tugas 

Sehari-Hari. 

e. Dalam Melaksanakan Tugasnya Sekretaris Bertanggung Jawab 

Kepada Ketua Dewan Pertimbangan. 
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3. Sekretaris 

a. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan. 

b. Menyiapkan Bahan-Bahan Untuk Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Pengelolaan ZIS. 

c. Menyediakan Fasilitas Untuk Kelancaran Pelaksaan Kegiatan 

Sehari-Hari. 

d. Melaksanakan Tugas Lain Yang Di Berikan Oleh Ketrua Dewan 

Pertimbangan. 

e. Dalam Melaksanakan Tugasnya Sekretaris Bertanggung Jawab 

Kepadaa Ketua. 

4. Wakil Sekretaris 

a. Membantu Sekretaris Dalam Melaksanankan Tugas Sehari-Hari. 

b. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Di Berikan Oleh Sekretaris.  

c. Mewakili Sekretaris Apabila Sekretaris Berhalangan Melaksanakan 

Tugas. 

d. Dalam Melaksanakan Tugasnya Wakil Sekretaris Bertanggung 

Jawab Kepada Sekretaris. 

e. Anggota 

a. Memberikan Masukan Kepada Ketua Tentang Pengembangan 

Pengelolaan ZIS. 

b. Membantu Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan. 

c. Melaksanakan Tugas Lain Yang Di Berikan Oleh Ketua. 
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d. Dalam Menjalankan Tugasnya Anggota Bertanggung Jawab 

Kepada Dewan Pertimbangan. 

B. Badan Pelaksana 

1. Ketua Umum: 

a. Melaksanakan Garis Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Dalam Program Pengumpulan, Pendistribusian Dan 

Pendayagunaan ZIS. 

b. Memimpin Pelaksanaan Program-Program Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten. 

c. Merencanakan Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan 

ZIS. 

d. Memepertanggung Jawabkan Pelaksanaan Tugas Kepada DPRD 

Dan Bupati. 

2. Wakil Ketua I 

a. Membantu Ketua Umum Dalam Menjalankan Tugas Lain Yang Di 

Berikan Atasan. 

b. Menjalankan Tugas Sehari-Hari 

c. Mewakili Ketua Umum Apabila Ketua Umum Berhalngan Dalam 

Melaksanakan Tugas. 

d. Dalam Menjalakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Ketua 

Umum. 
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3. Wakil Ketua II / Pendistribusian 

a. Membantu Ketua Umum Dan Wakil Ketua I Dalam Menjalankan 

Tugas. 

b. Melaksanakana Tugas Lain Yang Diberikan Atasan. 

c. Mewakili Wakil Ketua I Apabila Berhalangan Menjalankan Tugas. 

d. Menjalan Kan Tugas Sehari-Hari Dalam Bidang Pendistribusian. 

e. Menerima Dan Menyeleksi Permohonan Calon Mustahiq 

f. Melaksanakan Pendistribusian Dana Zakat Dan Lainnya Sesuai 

Dengan Keputusan Yang Telah Di Tetapkan. 

4. Wakil Ketua III / Bendahara 

a. Mengelola Seluruh Asset Uang ZIS 

b. Melaksanakan Pembukuan Dan Pelaporan Keuangan. 

c. Menerima Tanda Bukti Penerimaan, Pendistribusian, Dan 

Pendayagunaan Dari Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan. 

d. Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Berkala Atas Penerimaan 

Dan Penyalluran Dana Zakat. 

e. Mempertanggung Jawabkan Dana Zakat Dan Dana Lainnya. 

5. Wakil Ketua IV / Administrasi 

a. Mencatat Dan Membukukan Hasil Pengumpulan Dana Zakat Dan 

Lainnya. 

b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pengumpulan Dana Zakat Dan 

Lainnya. 
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c. Mencatat Pendayagunaan Dana Zakat Dan Menyerahkan Tanda 

Bukti Penerimaan Kepada Bendahara. 

d. Menyusun Rencana Pengumpulan. Pendayagunaan Dan 

Pengembangan Dana Zakat Dan Lainnya. 

e. Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Masalah-Masalah 

Sosial Dan Keagamaan Dalam Rangka Pengembangan Dana Zakat 

Dan Lainnya. 

f. Mempertanggungb Jawabkan Hasil Kerjanya Kepada Ketua 

Umum.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan laporan 

keuangan yang berdasarkan PSAK 109 (Akuntansi zakat, Infak dan 

sedekah) pada BAZNAS Kab.Lingga Tahun periode (Januari-Desember 

2019): adapun hasil pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan pihak BAZNAS 

Kab.Lingga belum sesuai dengan standar PSAK 109, karena belum 

menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan menyeluruh yang 

telah ditetapkan oleh standar PSAK 109 tersebut. Untuk laporan 

perubahan dana yang di sajikan sudah sesuai dengan standar PSAK 

109 tetapi ada satu laporan perubahan dana yang bertentangan 

dengan prinsip syariah yaitu laporan perubahan dana jasa dan giro.  

2. Penyaluran dana ZIS pada bulan april 2019 kepada mustahik di 

BAZNAS Kab.Lingga belum secara menyeluruh sesuai dengan 

PSAK 109 mengenai mustahik yang berhak mendapatkan Ujrah 

atau gaji tersebut adalah amil. 

3. Buku Kas Umum (BKU) ZIS di BAZNAS belum sesuai dengan 

standar dari PSAK 109 karena telah menggabungkan antara saldo 

dana zakat dan saldo dana infak/sedekah. 
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5.2 Saran 

1. Seharusnya pihak BAZNAS pusat harus melakukan pembinaan dan 

pelatihan untuk OPZ agar mampu melakukan pelaporan keuangan 

sesuai dengan standar yang berlaku. 

2. Menambah SDM dalam bagian keuangan yang memiliki skill 

dalam bidang akuntansi agar bisa melakukan tugas secara 

profesional 
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LAMPIRAN 2 

 



110 

 

 
 

 

 

 

 

 



111 

 

 
 

LAMPIRAN 3 
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Lampiran 4 

WAWANCARA PENELITIAN (SKRIPSI) 

Narasumber   : H.ISNIN. S.Pd.I, M.Si 

 Jabatan   : Ketua BAZNAS  

Waktu    : Senin, 28 Desember 2020  

Tempat   : Kantor BAZNAS 

Judul Skripsi  :Analisis Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan 

PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah) pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Lingga (Periode Januari-Desember 2019) 

1. Pertanyaan  : Kapan terbentuknya BAZNAS Kab.Lingga ?  

 

Jawaban  : BAZNAS Kab.Lingga semulanya BAZDA yaitu Badan 

Amil Zakat setelah terbentuknya UU no 23 tahun 2011 baru BAZNAS 

secara Nasional. Khusus BAZNAS Kab.Lingga mulai terseleksi 

menggunakan pansel dan regulasi aturan tentang pengangkatan dan 

pemberhentian pimpinan BAZNAS yaitu pada tahun 2015 melalui panitia 

seleksi dari pemerintah daerah dan bekerjasama dengan kementrian 

Agama RI kab.Lingga . dan sampai terbentuk sampai priode 2015-2020. 

 

2.  Pertanyaan  : Didalam BAZNAS ada sistem yang mengatur dari 

keuangan BAZNAS itu sendiri , yaitu SIMBA. Jadi kapan BAZNAS 

mulai BAZNAS menggunakan sistem berbasis online tersebut ? 

 

Jawaban  :  Sebelum menjawab pertanyaan tadi , tentunya ada yang 

bertanya apa itu simba ? simba adalah sistem informasi manajemen 

badan amil zakat didalamnya terdapat laporan keuangan , pengumpulan , 

pendistribusian, tentang muzakki, mustahik dan seterusnya, sampai hal 

hal yang berkaitan dengan pengenaan dengan pealporan. Maka SIMBA 

adalah salah satu aplikasi yang secara nasional keberadaaannya berada 

di BAZNAS . sebelum menggunakan SIMBA pihak BAZNAS menggunakan 

manual yaitu menggunakan Microsoft Excel . Dengan adanya simba 
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mempermudah pengerjaan dalam pelaporan serta muzakki lebih bisa 

mengetahui bahwa uang yang disalurkan memang benar-benar tepat 

sasaran. Artinya simba bisa di publikasikan oleh muzakki.  

 

3. Pertanyaan  : Bagaimana Jumlah dana zakat pada setiap tahunnya ? 

 

Jawaban  : Awal BAZNAS terbentuk jumlah dana zakatdiperkirakan  

100-200 juta rupiah artinya belum standar, berjalan dengan tahun 

berikutnya hingga tahun 2020 alhamdulillah ada peningkatan . dan tahun 

2019 ada sedikit penurunan dikarenakan kurangnya kesadaran umat 

dalam berzakat, infak maupun sedekah di BAZNAS 

 

 

4. Pertanyaan   : Dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS 

mempunyai standar yang mengatur, yaitu PSAK 109. Jadi apakah 

pihak BAZNAS telah melakukan penyusunan laporan tersebut sesuai 

dengan standar dari PSAK 109 tersebut ? 

Jawaban : pelaksanaan Standar PSAK 109 tidak 100% dilaksanakan 

tetapi tetap pada aturan yang sudah berlaku dari prinsip syariah . dan 

pihak BAZNAS masih berusaha untuk memaksimalkan penggunaan 

standar dari PSAK 109 tersebut. 
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Narasumber   : Khaidir  

Jabatan   : Wakil Ketua III Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan 

Waktu    : Senin, 28 Desember 2020  

Tempat   : Kantor BAZNAS 

1. Pertanyaan   : Bagaimana sistem penyusunan dalam laporan keuangan 

BAZNAS ? 

 

Jawaban         : penyusunan laporan keuangan BAZNAS dengan sistem 

berbasis online yang di lakukan oleh operator BAZNAS. Segala pelaporan 

keuangan disusun disitu.  

 

2. Pertanyaan  : Apakah penyusunan Laporan keuangan tersebut sudah 

sesuai dengan PSAK 109. 

Jawaban  : untuk penyusunan laporan keuangan tersebut sudah 

sesuai dengan PSAK tetapi ada beberapa item yang belum di laporakan 

pihak BAZNAS , dan pihak BAZNAS berusaha untuk melakukan pelaporan 

sesuai dengan standar yang yang berlaku.  

3. Pertanyaan  : Bagaimana upaya relasi BAZNAS lingga dalam 

menciptakan penyampai pelaporan yang efektif dan efesien ? 

 

Jawaban  : Semua data pelaporan pengumpulan ,penditribusian, 

muzakki, mustahikdilaporkan sesuai per 6 bulan dengan berlaku 

peraturan BAZNAS laporan ditujukan ke bupati lingga tembusan 

ditujukan kepada kementrian agama Ri kab.Lingga , BAZNAS provinsi, 

BAZNAS Pusat, dan DPRD kab.Lingga selanjutnya disebarkan melalui 

media sosial, media massa, kemudian melalui sosialisasi ke muzakki.  
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Narasumber   : Sabran  

Jabatan   : Staf bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan 

Waktu    : Senin, 28 Desember 2020  

Tempat   : Kantor BAZNAS 

1. Pertanyaan  : Bagaimana sistem pengelolaan ZIS yang diterapkan 

pada BAZNAS Kab.Lingga ? 

Jawaban  : sistem pengelolaan ZIS pada awalnya dengan sistem 

manual yaitu dengan pencatatan dengan menggunakan microsoft excel. 

Sejak ada sistem berbasis online kami beralih kepada sistem tersebut dan 

mempermudah serta lebih efektif dan efesien dalam melakukan pelaporan 

serta pencatatan mengenai segala hal dan bidang  

2. Pertanyaan  : Bagaimana pelaporan keuangan di BAZNAS ? dan 

apakah sudah sesuai dengan Standar PSAK 109 ? 

Jawaban  : Untuk pelaporan keuangan itu sendiri sudah sesuai 

dengan SOP yang berlaku dan untuk standar PSAK 109 pihak BAZNAS 

masih berusaha dalam proses untuk mencapai angka standar dari PSAK 

tersebut, tetapi walau masih proses menuju standar PSAK 109, pihak 

BAZNAS terus berusaha untuk memaksimalkan pengerjaan dan pelaporan 

sebagai tanggungjawab besar terhadap muzakki juga tanggung jwab 

kepada ALLAH SWT 

3. Pertanyaan  : Bagaimana setelah penggunaan sistem pelaporan 

keuangan pada BAZNAS tersebut ? 

Jawaban  : Tentu saja mempermudah dalam pelaporan serta 

pengerjaan bagi pihak BAZNAS 
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